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KADERIA IKBAL. Strategi Komunikasi BPJS Kesehatan Makassar 
dalam Menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 
(Dibimbing oleh Jeanny Maria Fatimah dan Muhammad Nadjib). 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui strategi komunikasi 
BPJS Kesehatan Makassar dalam Menyosialisasikan program JKN; (2) untuk 
mengetahui faktor pendukung dan faktor peghambat yang dihadapi BPJS 
Kesehatan Makassar dalam Menyosialisasikan program JKN. 
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yaitu bulan Maret-
Mei 2014, berlokasi di BPJS Kesehatan Makassar. Tipe penelitian adalah 
deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 
mendalam dengan tiga orang informan yaitu Ibu Rini Oktaviani Nadjib (Kepala 
Unit Pemasaran), Ibu Hajrah Talaohu (Kepala Unit Kepesertaan dan Pengaduan 
Peserta), Bapak Musrianto (staff pemasaran), serta dilengkapi observasi dan studi 
kepustakaan (library research). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan Makassar telah 
melaksanakan beberapa langkah dalam merumuskan strategi komunikasi 
sosialisasi, mulai dari mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode 
hingga seleksi dan penggunaan media. Penelitian ini juga menemukan bahwa 
dalam sosialisasi program JKN ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung 
dan penghambat. Faktor pendukung tidak lain berasal dari pemerintah pusat, 
instansi pemerintah yang diikat bekerja sama, dukungan dari perusahaan peserta 
kolektif, dukungan dari sarana dan prasarana, serta SDM yang ada. Sementara 
dari segi penghambatnya ada beberapa faktor, yaitu penyusunan jadwal 
sosialisasi, jarak demografi, komplain dari peserta dan adanya disonansi dari 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, Indonesia merupakan Negara 
berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk 237.641.326 
jiwa setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (www.statistik.ptkpt.net). Dengan 
jumlah penduduk sebanyak itu yang semakin tahun semakin bertambah maka 
masalah kesehatan menjadi sangat penting. Kesehatan merupakan hak asasi 
manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan 
cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam 
upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan 
dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan 
ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.  
Terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan 
menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Karena setiap upaya peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat berarti investasi bagi pembangunan negara maka 
upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti 
pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Itu artinya, 
negara harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat dalam memberikan 
jaminan pelayanan kesehatan.  
Kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam penentuan nilai 
indeks pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan laporan Indeks Pembangunan 
Manusia 2013 yang dikeluarkan badan PBB untuk program pembangunan, 
UNDP, memperlihatkan bahwa nilai IPM Indonesia pada 2012 meningkat 
menjadi 0,629, menjadikannya naik tiga posisi ke peringkat 121 dari peringkat 
124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. Indeks Pembangunan Manusia adalah 
ukuran keberhasilan suatu negara dinilai dari parameter pembangunan ekonomi, 
kesehatan dan pendidikan. 
Disahkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2004 pada tanggal 19 
oktober 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan landasan 
hukum terhadap kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia, khususnya mengenai jaminan sosial. Jaminan Sosial yang 
dimaksud dalam UU SJSN adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh 
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan 
meningkatkan martabat hidupnya. Berdasarkan UU tersebut maka Negara juga 
berkewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada setiap penduduk agar 
mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mutu yang terjamin dan 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Selanjutnya, sebagai penyempurna dari 
UU SJSN 2004 ditetapkan UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dan akhirnya resmi beroperasi 
pada tanggal 1 Januari 2014.  
Dengan telah disahkan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
maka PT Askes (Persero) dinyatakan bertranformasi menjadi BPJS Kesehatan. 
Transformasi tersebut meliputi perubahan sifat, organ dan prinsip pengelolaan, 
atau dengan kata lain berkaitan dengan perubahan stuktur dan budaya organisasi. 
Selanjutnya, semua peserta jaminan kesehatan PT Askes akan dialihkan menjadi 
peserta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan. Dengan sifat kepesertaan bersifat 
wajib maka pada tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia diharapkan telah memiliki 
jaminan kesehatan yang berada dalam naungan BPJS Kesehatan.  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan Badan 
Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan 
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk 
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan PNS dan TNI/POLRI, Veteran, 
Penerintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun 
rakyat pada umumnya.  
Seperti yang disebutkan di atas bahwa jumlah penduduk Indonesia 
berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 237.556.363 jiwa. 
Selanjutnya, data Kementerian Kesehatan tahun 2010 menunjukkan bahwa 
penduduk Indonesia yang telah memiliki Jaminan Kesehatan adalah 60,24% atau 
sejumlah 142.179.507 jiwa, dan 39,76% atau 95.376.856 penduduk yang belum 






Grafik 1.1 Penduduk Dengan Kepemilikan Jamkes Tahun 2010 
 
Sumber :Bulletin Jamkesmas 2011 
Dari porsi penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan tersebut 
53,7% merupakan peserta jaminan kesehatan yang dilindungi oleh program 
Jamkesmas, 12,4% dilindungi oleh jaminan kesehatan Askes PNS, TNI, dan Polri, 
4,6% dilindungi oleh jaminan kesehatan perusahaan, 2% dilindungi oleh jaminan 
kesehatan swasta lainnya, dan sebesar 22,6% dilindungi oleh jaminan kesehatan 
daerah (Jamkesda). Seperti tampak pada gambar di bawah :  
Grafik 1.2. Peserta Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2010 
  
Sumber : Buletin Jamkesmas 2011 
 
Setiap tahunnya jumlah peserta jaminan kesehatan di Indonesia terus 
bertambah. Sesuai dengan data penyerahan dari PT Askes ke BPJS Kesehatan di 
tahun 2013, sebagai berikut :  




Peserta Keluarga Total 
1 ASKES 7.284.714 8.884.987 16.158.044 September 2013 
2 JAMKESMAS 86.400.000  86.400.000 TNP2K 
3 KEMHAN 5.777 12.051 17.828 Penyerahan  
7/11/2013 
4 TNI AD 342.898 386.301 729.199 Penyerahan 
29/10/2013 
5 TNI AL 72.801 96.784 189.891 Penyerahan 
31/10/2013 
6 TNI AU 39.815 59.934 99.749 Penyerahan 
31/10/2013 
7 MABES 16.530 10.480 27.010 Penyerahan 
29/10/2013 
8 POLRI 379.890 214.017 593.907 Penyerahan  
3/9/2013 
9 JAMSOSTEK 2.509.605 4.090.002 6.599.607 Penyerahan 
23/10/2013 
 Jumlah Peserta 110.815.235  
Sumber: BPJS Kesehatan Makassar 2014 
Untuk peserta jaminan pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan tahun 
2010, ada 3,1 juta dari jumlah penduduk 7,9 juta jiwa yang tersebar di 24 
kabupaten/kota. Sementara untuk wilayah Makassar ada 603 ribu jiwa dari total 
penduduknya yang mencapai 1,2 juta jiwa. 
Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar 
di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 km2 dengan 
penduduk 1,2 juta jiwa sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. 
Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar berperan 
sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan 
pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut 
maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.  
Banyaknya penduduk Makassar mendorong masyarakat untuk memiliki 
daya saing yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya dari 
segi kuantitas namun juga kualitasnya. Karena persaingan yang semakin tinggi 
itulah maka masyarakat memerlukan suatu wadah yang dapat melindungi mereka 
ketika tidak dalam keadaan sehat dan membutuhkan perawatan kesehatan. 
Sehingga, dengan dibentuknya BPJS Kesehatan dengan program Jaminan 
Kesehatan Nasionalnya maka diharapkan semua warga masyarakat Makassar 
memiliki asuransi kesehatan yang akan menjamin pelayanan kesehatannya ketika 
membutuhkannya. 
Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah 
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 
iurannya dibayar oleh pemerintah. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan tersebut. 
Pada tahap awal BPJS Kesehatan Makassar menargetkan menjamin 
800.000 jiwa penduduk. Hal ini berdasarkan perpindahan kepesertaan asuransi 
kesehatan dengan kategori eks peserta Askes, anggota TNI/POLRI, eks peserta 
Jamsostek, dan eks peserta Jamkesmas. Karena sistem kepesertaan yang bersifat 
wajib maka BPJS Kesehatan harus merencanakan strategi komunikasi agar 
penyebarluasan pesan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.  
Sasaran dari penyebarluasan pesan tersebut adalah seluruh warga 
Makassar, baik yang telah menjadi peserta maupun calon peserta. Selanjutnya, 
peserta program JKN dapat dibedakan menjadi dua kategori peserta jaminan 
kesehatan. Yang pertama ialah PBI yaitu Penerima Bantuan Iuran, terdiri dari 
fakir miskin dan orang kurang mampu. Yang kedua adalah Non PBI, yaitu peserta 
Bukan Penerima Bantuan Iuran terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PNS, 
Anggota TNI/POLRI, Pejabat negara, pegawai swasta, dll), Pekerja Bukan 
Penerima Upah (pekerja mandiri), dan Bukan Pekerja (investor, pemberi kerja, 
penerima pendiunan, veteran, dll). 
Tujuan dari penyebarluasan pesan mengenai JKN adalah agar peserta 
BPJS Kesehatan dapat memahami dengan baik apa hak dan kewajiban peserta 
serta bagaimana teknis pelaksanaan jaminan kesehatan yang baru berlaku ini agar 
tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. 
Untuk mencapai tujuan program jaminan kesehatan ke masyarakat maka 
BPJS Kesehatan Makassar melakukan beberapa cara. Mulai sosialisasi media 
massa, seperti iklan (TV, radio, spanduk, banner) maupun melalui sosialisasi 
langsung, misalnya seminar, pertemuan dengan pemerintah kota dan lain 
sebagainya. Sosialisasi biasanya dilakukan ke berbagai instansi-instansi 
pemerintah yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam menyebarkan informasi, 
misalnya rumah sakit dan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lain sebagainya. 
Selain instansi pemerintah, sosialisasi juga dilakukan kepada  badan usaha atau 
perusahaan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui dua cara. Pertama, pihak 
BPJS Kesehatan mengunjungi kantor instansi pemerintah atau perusahaan yang 
telah mengajukan surat permohonan untuk dilaksanakan sosialisasi di kantor 
pemohon. Kedua, BPJS Kesehatan Makassar sesuai agenda yakni setiap hari 
selasa dan kamis melaksanakan sosialisasi di Aula Lt. 4 Divre BPJS Makassar. 
Sosialisasi ini dilaksanakan bagi badan usaha atau perusahaan dengan maksimal 
utusan dua orang setiap perusahaannya.  
Selain sosialisasi di atas, BPJS Kesehatan Makassar juga melakukan 
kerjasama dengan beberapa instansi lainnya. Kerja sama itu dalam bentuk 
kesedian fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kepada warga yang nantinya 
terdaftar sebagai peserta program JKN. Hingga bulan Mei 2014, untuk wilayah 
Makassar sendiri ada 25 rumah sakit yang siap melayani peserta Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (JKN). Rumah sakit yang bersedia tersebut merupakan RS 
milik pemerintah dan sebagian RS milik swasta. Di setiap rumah sakit yang 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdapat loket BPJS yang bertugas 
membantu peserta yang memerlukan informasi mengenai hak dan kewajibannya 
serta bagaimana teknis pemanfaatan kartu jaminan kesehatan tersebut. Selain RS, 
JKN juga akan dilayani pada 46 puskesmas, 15 klinik, dan 30 dokter umum, 
praktik, dan dokter keluarga di wilayah Makassar.  
Strategi komunikasi pada dasarnya bisa diaplikasikan untuk banyak hal, 
bukan hanya untuk komunikasi itu sendiri, tapi juga bisa digunakan oleh lembaga-
lembaga yang berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat. Salah satunya 
adalah penyebarluasan gagasan pembangunan dan penyuluhan untuk penyadaran 
masyarakat (Communication Support Development). 
Penyebarluasan gagasan pembangunan tidak jauh beda dengan usaha-
usaha untuk penyadaran masyarakat melalui kampanye atau penyuluhan sosial 
yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat atas masalah yang dihadapi. 
Ini dilakukan agar masyarakat lepas dari belenggu masalah dan keluar untuk 
berusaha yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup 
mereka, baik untuk hari ini maupun untuk masa datang. Gagasan-gagasan 
pembangunan yang dikampanyekan atau disosialisasikan yang berkaitan dengan 
peningkatan kehidupan masyarakat salah satunya adalah program Jaminan 
Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan.  
Dari berbagai pengalaman dalam melaksanakan program-program 
pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan 
kesehatan tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Hal itu tak terlepas dari 
perencanaan dan strategi komunikasi. Artinya, suatu program yang direncanakan 
dengan baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Sehingga, agar 
kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diwadahi 
BPJS Kesehatan dapat diketahui, dipahami dan diterima oleh seluruh masyarakat 
Indonesia khususnya Makassar maka perlu dilakukan penyebarluasan pesan 
melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah 
maupun masyarakat pada umumnya.  
Berangkat dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 
dengan judul penelitian: “Strategi Komunikasi Badan Penyelengara Jaminan 
(BPJS) Kesehatan Makassar dalam Menyosialisasikan Program jaminan 
Kesehatan Nasional” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan Badan Penyelenggara 
jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Makassar dalam menyosialisasikan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Badan 
Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Makassar dalam 
menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional?  
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan Makassar dalam 
menyosialisasikan Pogram Jaminan Kesehatan Nasional. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang 
dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
Makassar dalam menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional. 
2. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain 
dalam rangka pengembangan bidang ilmu komunikasi lebih lanjut. 
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi lembaga yang 
bersangkutan dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif 
dalam menyosialisaikan Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS 
Kesehatan Makassar. 
D. Kerangka Konseptual  
Pengertian komunikasi berkembang sejalan dengan perkembangan 
masyarakat, mulai dari masyarakat kecil dalam bentuk keluarga sampai 
masyarakat besar seluas negara. Maka selain pemberitahuan, komunikasi berarti 
pula pengumuman, penerangan, penjelasan, penyuluhan, perintah, instruksi, 
komando, nasehat, ajakan, bujukan, rayuan dan sebagainya. Komunikasi adalah 
salah satu faktor yang penting untuk keberhasilan program pembangunan 
masyarakat, termasuk program jaminan kesehatan nasional. Tanpa komunikasi 
maka para pengguna dan stakeholder lainnya tidak akan menyadari tentang 
adanya program serta manfaat yang ditawarkan.  
 Menurut Harold D Lasswell (1948) (Cangara, 2013:36), komunikasi 
adalah siapa yang berkata apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa 
akibatnya (who, says what, through what channel, to whom, and what effect). 
Model ini banyak dikenal sebagai Formula Laswel yang merupakan model 
komunikasi yang dipengaruhi oleh model dasar komunikasi Aristoteles. Formula 
Lasswell dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
Skema 1.1: Model Komunikasi Laswell 









Model ini termasuk model mekanistis. Menurut perspektif mekanistis, 
komunikasi secara umum memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: 
a. Komunikator atau sumber.  
Dalam komunikasi antarmanusia, komunikator dapat berupa individu, bisa 
juga sekelompok orang misalnya organisasi atau suatu lembaga.  
b. Pesan.  
Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 
disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara 
tatap muka atau melalui media komunikasi massa.  
c. Media atau saluran 
Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk 
memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media tersebut bisa berupa 
pancaindra (komunikasi antarpribadi), maupun media massa.  
d. Komunikan atau khalayak 
Komunikan atau khalayak adalah pihak yang menjadi penerima pesan 
yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa 
pula dalam bentuk kelompok. Komunikan adalah elemen penting dalam proses 
komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. 
e. Efek. 
Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 
dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.  
Unsur sumber (siapa) mengandung pertanyaan mengenai pengendalian 
pesan. Unsur pesan (mengatakan apa) merupakan bahan untuk analisis isi. Saluran 
komunikasi (melalui apa) menarik untuk dikaji mengenai analisi media. Unsur 
penerima (kepada siapa) banyak digunakan untuk analisis khalayak. Unsur 
pengaruh (bagaimana efeknya) berhubungan erat dengan kajian mengenai efek 
pesan pada khalayak. 
Dalam strategi komunikasi segala sesuatunya harus dipertautkan dengan 
komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang 
dirumuskan oleh Harold D. Lasswell (Formula Laswell). Formula itu tampaknya 
sederhana, tetapi jika dikaji lebih jauh, pertanyaan ”efek apa yang diharapkan” 
secara implisit mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama, 
yaitu : 
1. When ( Kapan dilaksanakannya) 
2. How ( Bagaimana melaksanakannya) 
3. Why ( Mengapa dilaksanakan demikian) 
Pada hakikatnya, strategi adalah suatu perencanaan (planning) dan 
manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk 
mecapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 
menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 
operasionalnya (Effendi, 2013:32). Seorang pakar perencanaan komunikasi 
Middleton (1980) (Cangara, 2013:61) membuat definisi strategi komunikasi, 
dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik 
dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima 
sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi 
yang optimal.  
Suatu strategi juga merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang 
tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Dalam merumuskan strategi 
komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama 
memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. 
Penetapan strategi komunikasi tentu saja kembali kepada elemen dari 
komunikasi, yakni who says what, to whom through what chabbels, and what 
effects. Karena itu strategi yang dijalankan harus diawali dengan langkah-langkah 
mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, seleksi dan penggunaa 
media (Arifin, 1984:74), sebagai berikut:  
1. Mengenal Khalayak  
Mengenal khalayak adalah langkah pertama bagi komunikator dalam 
usaha komunikasi yang efektif. Memahami target sasaran kegiatan komunikasi 
merupakan hal yang sangat penting sebab semua aktivitas komunikasi diarahkan 
kepada mereka. Merekalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu program.  
2. Menyusun pesan  
Setelah mengenal khalayak maka langkah selanjutnya dalam perumusan 
strategi ialah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama 
dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu menarik 
perhatian khalayak.  
3. Menetapkan Metode 
Untuk mencapai efektivitas komunikasi maka tidak hanya bergantung 
padaa kemantapan isi pesan yang diselaraskan dengan kondisi  khalayak namun 
juga dipengaruhi oleh metode-metode dalam menyampaikan pesan kepada 
sasaran. Dalam dunia komunikasi, metode penyampain pesan dapat dilihat dari 
dua aspek yaitu: menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Aspek 
pertama (menurut cara pelaksaannya) dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu 
mentode redundancy (repitition) dan canalizing. Sementara aspek yang kedua 
(menurutbentuk isinya) dikenal metode-metode informatif, persuasi, edukatif dan 
kursif.  
4. Seleksi dan penggunaan Media  
Sebelum suatu pesan atau kebijaksanaan lembaga disampaikan kepada 
masyarakat perlu dipertimbangkan tentang penggunaan media atau saluran yang 
paling efektif. Didalam ilmu komunikasi dikenal komunikasi langsung (face to 
face) dan media massa. Jika sasarannya hanya terdiri dari beberapa orang saja dan 
lokasinya dapat dijangkau maka digunakan komunikasi langsung, termaksud jika 
sasarannya internal publik maka biasanya digunakan pertemuan-pertemuan. Jika 
sasarannya banyak orang dan tersebar dimana-mana, maka salurannya yang sesuai 
adalah media massa.  
Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett dalam 
bukunya Techniques for Effective Communication, ada empat tujuan dalam 
strategi komunikasi (Ruslan, 2008:37), sebagai berikut :  
1) To secure understanding yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu 
pengertian dalam berkomunikasi. 
2) To establish acceptance yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina 
dengan baik 
3) To motivate action yaitu penggiat untuk memotivasinya. 
4) To goals which communicator sought to achieve yaitu bagaimana mencapai 
tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses 
komunikasi yang berlangsung tersebut.  
Untuk mencapai tujuan di atas maka strategi komunikasi harus dapat 
menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis dilakukan, dalam arti kata 
bahwa pendekatan bisa berbeda-beda, bergantung kepada situasi dan kondisi. 
Untuk mencapai tujuan itu maka pendekatan konseptual yang dapat dilakukan 
adalah: 
1. Komunikasi Antarpribadi. 
Everett M. Rogers dalam Wiryanto (2006:35) mengartikan bahwa 
komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi 
dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Ciri-ciri komuikasi 
antarpribadi menurut Rogers adalah; (1) Arus pesan cenderung dua arah; (2) 
Konteks komunikasinya dua arah; (3) Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi; (4) 
Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas, terutama selektivitas keterpaan tinggi; 
(5) Kecepatan jangkauan terhadap khalayak yang besar relatif lambat; (6) Efek 
yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap.  
Dalam sosialisasi, komunikasi antarpribadi sangat berpengaruh karena 
memiliki klarifikasi komunikasi antarpribadi menjadi interaksi intim, percakapan 
sosial, interogasi, wawancara mendalam. 
a. Interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota 
keluarga, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang 
kuat. 
b. Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara 
sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan 
hubungan informal dalam organisasi. Misalnya dua orang atau lebih 
bersama-sama dan berbicara tentang perhatian, minat di luar organisasi 
seperti isu politik, teknologi dan lain sebagainya. 
c. Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada 
dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang 
lain. 
d. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana 
dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. 
2. Komunikasi Kelompok  
Pendekatan konseptual yang dilihat dari komunikasi kelompok yakni 
bagaimana cara individu-individu berkomunikasi dalam berbagai situasi 
kelompok tatap muka, untuk lebih memahami proses komunikasi kelompok dan 
agar dapat meramalkan hasil-hasil komunikasi kelompok dengan lebih tepat.  
3. Komunikasi Massa. 
Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 
baik itu media cetak maupun media elektronik (Nurudin, 2009:4). Komunikasi 
massa juga dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di 
mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang 
sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat 
kabar, spanduk, baliho dan lain sebagainya. 
Sosialisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebarluasan 
informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, 
kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparat, masyarakat yang terkena 
program, dan masyarakat umum). Sosialisasi merupakan salah satu bentuk strategi 
komunikasi untuk menyebarluaskan pesan. Menurut Soerjono Soekanto, 
sosialisasi adalah suatu proses anggota masyarakat mempelajari norma-norma dan 
nilai-nilai sosial di mana ia menjadi anggota (http://www.slideshare.net/). 
Sementara itu, Ritcher Jr (1987:139) memberikan definisi yang lebih luas, 
bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang diperlukannya agar dapat berfungsi sebagai orang 
dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam satu kedudukan atau peranan 
tertentu di masyarakatnya (http://www.scribd.com/). 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat ditarik 4 hal pokok yang 
terdapat dalam sosialisasi, yaitu: 
a. Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. 
b. Di dalam sosialisasi terdapat saling pengaruh antara individu beserta 
potensi kemanusiaannya, dengan masyarakat beserta kebudayaannya. 
c. Melalui proses sosialisasi, individu menyerap pengetahuan, kepercayaan, 
nilai-nilai, norma-norma, sikap dan keterampilan-keterampilan dari 
kebudayaan masyarakatnya. 
d. Pada sosialisasi akan menghasilkan perkembangan kepribadian seseorang. 
Model komunikasi yang kedua yang bisa digunakan yaitu teori disonansi 
kognitif Leon Festinger. Disonansi kognitif merupakan perasaan 
ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang 
saling bertentangan. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana keyakinan dan 
perilaku mengubah sikap. Bila terjadi disonansi maka ada sesuatu hal yang harus 
dilepas. Ketidaksesuaian antara suatu keyakinan dengan keyakinan-keyakinan 
lainnya akan terasa menyiksa. Ada empat asumsi dasar dari teori ini (Morissan, 
2008:64), yaitu: 
1. Manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, 
dan perilakunya. Asumsi pertama menekankan sebuah model mengenai 
sifat dasar dari manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan 
konsistensi. 
2. Disonansi diciptakan oleh inkonsistensi biologis. Asumsi kedua berbicara 
mengenai jenis konsistensi yang penting bagi orang. 
3. Disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk 
melakukan tindakan–tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Asumsi 
ketiga dari teori ini menekankan bahwa seseorang yang berada dalam 
disonansi memberikan keadaan yang tidak nyaman, sehingga ia akan 
melakukan tindakan untuk keluar dari ketidaknyamanan tersebut.  
4. Disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan 
usaha untuk mengurangi disonansi. Teori ini mengasumsikan bahwa 
rangsangan disonansi yang diberikan akan memotivasi seseorang untuk 
keluar dari inkonsistensi tersebut dan mengembalikannya pada konsistensi.   
Berdasarkan penjelasan kerangka teori di atas, maka kerangka konseptual 
dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  
Skema 1.2: Kerangka Konseptual 
E. Definisi Operasional 
Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap konsep-konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu memberi batasan 
pengertian sebagai berikut:  
1. BPJS Kesehatan Makassar adalah badan hukum publik milik negara yang 
bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan di Makassar. 
2. Sosialisasi adalah suatu usaha yang dilakukan BPJS Kesehatan Makassar 
dalam rangka menyebarluaskan pesan mengenai program JKN sesuai 
dengan kebijakan dan peraturan pemerintah kepada semua masyarakat 
yang terkena program. 
BPJS Kesehatan Makassar 
Sosialisasi Jaminan Kesehatan 
Nasional 
Strategi Komunikasi 
1. Mengenal khalayak 
2. Menyusun pesan 
3. menentukan metode 
4. seleksi media 
Warga Makassar 
3. Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah program BPJS Kesehatan 
yang memberikan jaminan berupa pelayanan kesehatan.  
4. Strategi Komunikasi adalah panduan dari perencanaan komunikasi dan 
manajemen komunikasi yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan 
Makassar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
5. Warga Makassar adalah seluruh penduduk yang tinggal di kota Makassar 
yang menjadi target sosialisasi program. 
F.  Metode Penelitian 
1. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan yaitu pada 
bulan Maret-Mei 2014. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah 
Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan  Makassar, jalan Andi 
Pangerang Pettarani No. 78 Makassar 90013. 
2. Tipe Penelitian  
Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yaitu 
tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, 
serta menganalisanya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan 
sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan 
permasalahannya. Di sini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan 
dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian maka 
peneliti memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi BPJS Kesehatan 
Makassar. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data sebagai penunjang utama dalam penulisan ini, 
maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :  
a. Data Primer  
a) Observasi yaitu dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap 
objek penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data sebanyak 
mungkin yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
b) Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan penulis dengan 
menggunakan pedoman wawancara. Wawancara mendalam dilakukan 
secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi dan 
berkompeten sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yaitu 
mengumpulkan beberapa literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan 
yang diteliti seperti buku-buku, browsing bahan bacaan di internet, serta 
dokumen-dokumen. 
4. Informan  
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposif sampling 
dengan kriteria informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan 
terlibat langsung pada strategi komunikasi BPJS Kesehatan Makassar dalam 
melakukan sosialisasi sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang tepat 
dan dapat dipercaya. Informan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu:  
e. Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Makassar; 
f. Kepala Unit Kepesertaan dan Pengaduan Peserta; 
g. Staff Unit Pemasaran.  
5. Teknik Analisis Data  
Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka 
analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa 
tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono 
(2013:335),:  
 
Gambar 1.3: Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 
a. Pengumpulan informasi melalui observasi langsung di lapangan kemudian 
wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap 
penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh 
data sesuai dengan yang diharapkan.  
b. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. 
c. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk 
teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman 
penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam 







d. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 
























1. Pengertian Strategi 
Sasaran komunikasi tak pernah lepas dari orientasi efektifitas. Untuk 
mencapai efektifitas komunikasi maka diperlukan strategi operasional tertentu. 
Dan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi komunikasi maka terlebih 
dahulu penulis memberikan gambaran dari pengertian strategi dalam kaitannya 
dengan komunikasi. 
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu ’stratos” yang artinya 
tentara dan kata ”agein” yang berarti pemimpin. Dengan demikian, strategi 
dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata ”strategos” yang 
artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer 
yang bisa diartikan sebagai seni perang para jendral (The Art of General), atau 
suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan (Cangara, 
2013:61).  
Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh 
para praktisi. Karena itu para pakar strategi tidak saja lahir dari kalangan yang 
memiliki latar belakang militer, tapi juga profesi lain.  
Pada dasarnya strategi adalah rencana manajemen instansi atau organisasi 
dalam jangka panjang dari hal yang umum ke hal yang khusus, untuk mencapai 
tujuan yang ingin dicapai oleh instansi dan akan dijadikan sebagai acuan dalam 
segala kegiatan instansi. Dengan adanya strategi maka sebuah instansi atau 
organisasi akan lebih mudah dalam melaksanakan berbagai kegiatannya.  
Salusu, (1996:99), memberikan gambaran mengenai unsur-unsur atau 
elemen-elemen dalam strategi, yaitu:  
a. Tujuan dan Sasaran. Perlu diketahui bahwa tujuan berbeda dengan sasaran. 
Harvey (1982) mencoba menjelaskan keduanya: (a) organizational goal 
adalah keinginan yang hendak dicapai di waktu yang akan datang, yang 
digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu, 
sedangkan (b) organizational objectives adalah pernyataan yang sudah 
mengarah pada kegiatan untuk mencapai goals: lebih terikat dengan 
waktu, dapat diukur dan dapat dijumlah atau dihitung.  
b. Lingkungan. Harus disadari bahwa organisasi tidak dapat hidup dalam 
isolasi. Seperti manusia, juga organisasi yang dikendalikan oeh manusia, 
senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, dalam arti saling 
mempengaruhi. Sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan 
lingkungan, di mana bisa terjadi bahwa lingkungan mampu mengubah 
sasaran. Menurut Shirley, peluang itu dapat terjadi dalam lingkungan 
makro (macro environment) seperti dalam masyarakat luas, dapat pula 
terjadi dalam lingkungan mikro (micro environmet) seperti dalam tubuh 
organisasi.  
c. Kemampuan internal. Kemampuan internal oleh Shirley digambarkan 
sebagai apa yang dibuat (cannot do) karena kegiatan akan terpusat pada 
kekuatan. 
d. Kompetisi. Kompetisi ini tidak dapat diabaikan dalam merumuskan 
strategi.   
e. Pembuat strategi. Ini juga penting karena menunjukkan siapa yang 
kompeten membuat strategi.  
f. Komunikasi. Para penulis secara impalasi menyadari bahwa komunikasi 
yang baik, strategi bisa berhasil (http://books.google.co.id). 
Stephen Robbins (1990) dalam Morissan (2008:152) mendefinisikan 
 ”strategi sebagai penentuan tujuan jangka panjang perusahaan dan 
memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan”  
 
Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa srategi itu penting 
dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat 
senior dan junior, pejabat tinggi, menengah dan rendah. Hal ini harus dihayati 
karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat, bukan hanya 
oleh pejabat tinggi. 
Berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan komunikasi secara efektif banyak 
ditentukan oleh strategi komunikasi. Mintzberg dalam Oliver (2006:2) 
berpendapat bahwa strategi berkaitan dengan 5 hal: 
1. Strategi sebagai sebuah rencana. Bahwa strategi merupakan suatu arah 
tindakan yang didinginkan secara sadar; 
2. Strategi sebagai secuah cara. Bahwa strategi merupakan suatu manuver 
spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau kompetitor; 
3. Strategi sebagai sebuah pola. Bahwa strategi merupakan pola dalam suatu 
rangkaian tindakan; 
4. Strategi sebagai sebuah posisi. Bahwa strategi suatu cara menempatkan 
organisasi dalam sebuah lingkungan; 
5. Strategi sebagai sebuah perspektif. Bahwa strategi merupakan suatu cara 
yang terintegrasi dalam memandang dunia. 
2. Tingkatan Strategi 
Pada umumnya setiap organisasi atau perusahaan memiliki strategi yang 
berbeda namun pembuatan strategi umumnya menggunakan tiga tingkatan. 
Menurut Husain Umar ( 2010:17-18), tingkatan strategi tersebut, adalah: 
a. Strategi Korporasi. Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara 
keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap 
pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk 
mencapai keseimbangan porttofolio produk dan jasa.  
b.  Strategi Unit Bisnis. Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi 
dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa 
perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi 
tersebut.  
c. Strategi Fungsional. Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimalan 
sumber daya produktivitas. Dalam batasan oleh perusahaan dan strategi 
bisnis yang berada di sekitar mereka, departemen fungsional seperti 
fungsi-fungsi pemasaran, dan SDM untuk mengumpulkan bersama-sama 
aktivitas mereka dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja 
perusahaan. 
Dari ketiga tingkatan di atas biasanya perusahaan kecil memiliki unit bisnis 
yang juga berarti tingkat korporasi, sementara dalam Pelayanan Kesehatan 
misalnya, keputusan strategis dibuatt dari pemerintah pusat ke bawah.  
B. Komunikasi 
1. Pengertian Komunikasi 
Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting, namun juga kompleks 
dalam kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang 
dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak 
dikenal sama sekali.  
Istilah komunikasi atau bahasa inggrisnya communication, berasal dari 
bahasa Latin, yaitu communications dan bersumber dari kata communis yang 
berarti ”sama”. Sama di sini adalah ”sama makna” (lambang). Sebagai contoh, 
jika dua orang saling bercakap atau berbicara, memahami dan mengerti apa yang 
diperbincangkan tersebut, maka dapat dikatakan komunikatif. Kegiatan 
komunikasi tersebut secara sederhana tidak hanya menyampaikan informasi, 
tetapi juga mengandung unsur persuasi, yakni agar orang lain bersedia menerima 
suatu pemahaman dan pengaruh, mau melakukan suatu perintah, bujukan, dan 
sebagainya.  
Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara yang 
tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan 
”siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada 
siapa dan apa pengaruhnya” (cangara, 2014:21). 
Everet M. Rogers (1985) dalam Cangara (2014:22) memberi definisi 
komunikasi, yakni : 
”Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber 
kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 
mereka”. 
Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Rogers bersama D. Lawrence 
Kincaid (1981) sehingga melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa: 
”komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih, 
membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, 
yang pada gilirannya tiba pada saling pengertian yang mendalam”. 
 
2. Tipe Komunikasi 
Dalam penelitian ini penulis akan membahas empat macam tipe 
komunikasi berdasarakan tipe-tipe komunikasi yang dibagi oleh Cangara 
(2014:34) yaitu:  
1. Komunikasi Dengan Diri Sendiri (intrapersonal communication)  
Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi di 
dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri 
sendiri. Terjadinya proses komunikasi disini karena adanya seseorang yang 
memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbesit dalam pikiranya. 
Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, 
pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar 
maupun di dalam diri seseorang (Cangara, 2014:34).  
Bagi seorang komunikator melakukan komunikasi intrapribadi amat 
penting sebelum ia berkomunikasi dengan orang lain. Jika seseorang hendak 
mengubah prilaku orang lain atau bahkan orang yang statusnya lebih tinggi, 
terlebih dahulu ia harus memformulasikan pesan yang akan disampaikan kepada 
komunikannya dalam diri pribadinya, maka dengan demikian komunikasi akan 
efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  
2. Komunikasi Antarpribadi (interpersonal communication)  
Komuniasi antarpribadi yang dimaksud di sini adalah proses komunikasi 
yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang 
dinyatakan R. Wayne Pace (1979) dalam Cangara (2014:36) bahwa “interpersonal 
communication is communication involving two people in a face to face setting.” 
Dibandingkan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antarpribadi dinilai 
paling efektif dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku 
komunikan karena efek atau timbal balik yang ditimbulkan dari proses 
komunikasi tersebut dapat langsung dirasakan.  
Menurut sifatnya, komunikasi antarpribadi dapat dibedakan atas dua 
macam, yakni :  
d. Komunikasi diadik (dyadic communication)  
Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua 
orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut Pace dapat dilakukan 
dalam tiga bentuk, yakni percakapan, dialog, dan wawancara.   
e. Komunikasi triadik (triadic communication)  
Komunikasi triadik adalah komunikasi antarpribadi yang pelaku 
komunikasinya terdiri dari tiga orang, yaitu seorang komunikator dan dua orang 
komunikan. Apabila dibandingkan dengan komunikasi triadik, maka komunikasi 
diadik lebih efektif, karena komunikator memusatkan perhatianya kepada seorang 
komunikan sepenuhnya, sehingga ia dapat menguasai frame of refrence 
komunikan sepenuhnya, juga umpan balik yang berlangsung, kedua faktor yang 
sangat berpengaruh terhadap efektif tidaknya proses komunikasi.  
3. Komunikasi Publik (public communication)  
Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi kolektif, 
komunikasi retorika, public speaking, dan komuniasi khalayak. Komunikasi 
public menunjukkan suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan 
oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar.  
Dalam komunikasi publik penyampaian pesan berlangsung secara kontinu. 
Dapat diidentifikasikan siapa yang berbicara (sumber) dan siapa pendengarnya. 
Interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas, sehingga tanggapan balik 
juga terbatas. Selain itu, pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik tidak 
berlangsung secara spontanitas, tetapi terencana dan dipersiapkan lebih awal. Tipe 
komunikasi publik biasanya ditemui dalam berbagai aktivitas seperti kuliah 
umum, khotbah, rapat akbar, pengarahan, ceramah, seminar, diskusi panel. 
4. Komunikasi Massa (mass communication) 
Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang 
berlangsung yang pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 
khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti 
radio, televisi, surat kabar, dan film. Dalam komunikasi massa, sumber dan 
penerima dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanik. Pesan 
komunikasinya berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya lambat. Selain itu, 
sifat penyebaran pesannya berlangsung begitu cepat, serempak, dan luas.  
3. Proses Komunikasi 
Berbicara mengenai strategi komunikasi berarti juga berbicara mengenai 
proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan serangkaian tahapan berurutan 
yang melibatkan komponen-komponen komunikasi (komunikator, pesan, 
channel/media, komunikan, dan efek). Proses komunikasi menurut Effendy 
(2013:11) terbagi menjadi dua tahap, yakni:  
a. Proses Komunikasi secara primer 
Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan 
atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 
(simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 
adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara 
langsung mampu “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada 
komunikan. Bahasa menjadi media yang banyak dipergunakan dalam komunikasi 
adalah jelas karena hanya bahasalah yang mampu “menerjemahkan” pikiran 
seseorang kepada orang lain.  
Akan tetapi, demi efektifnya komunikasi, lambang-lambang tersebut  
(bahasa, kial, isyarat, gambar, warna) sering dipadukan penggunaannya. Dengan 
perkataan lain, pesan (message) yang disampaikan oleh komunikator kepada 
komunikan terdiri atas isi (the content) dan lambang (symbol).  
b. Proses Komunikasi secara Sekunder 
Proses Komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan 
oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 
media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang 
komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya 
karena komunikan sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya 
banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan 
banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi.  
Pentingnya peranan media sekunder dalam proses komunikasi disebabkan 
oleh efesiensinya dalam mencapai komunikan. Surat kabar, radio, atau televisi 
misalnya, merupakan media yang efesien karena dengan menyiarkan sebuah 
pesan satu kali saja, sudah dapat tersebar luas kepada khalayak yang begitu 
banyak jumlahnya, seperti misalnya pidato kepala negara yang disiarkan melalui 
radio atau televisi. Sebagai sambungan dari komunikasi maka dalam 
menformulasikan isi pesan komunikasi, komunikator harus memperhitungkan 
sifat-sifat media yang akan digunakan. Penentuan media yang akan dipergunakan 
perlu didasari pertimbangan mengenai siapa komunikan yang dituju. Komunikan 
media surat kabar, poster, atau papan pengumuman akan berbeda dengan surat 
kabar, radio, televisi atau film.  
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada 
orang lain dengan tujuan untuk memengaruhi pengetahuan atau perilaku 
seseorang. Dari pengertian ini, maka kita bisa mengatakann bahwa sutu proses 
komunikasi tidak bisa berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur komunikasi. 
Unsur ini bisa juga disebut elemen komunikasi. Model proses komunikasi oleh 









Gambar. 2.1. Model Proses Komunikasi 
 
Penegasan tentang unsur-unsur dalam proses komunikasi itu adalah 
sebagai berikut:   
1. Sender: Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau 
sejumlah orang. Pengirim atau komunikator dalam organisasi bisa karyawan 
dan bisa juga pimpinan.  
2. Encoding: Penyandian merupakan proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk 
lambang. 
3. Message: Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang 
disaampaikan oleh komunikator.  
4. Media: Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada 
komunikan. 
5. Decoding: Pengawasandian, yaitu proses di mana komunikan menetapkan 
makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 
6. Receiver: Komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 
7. Response: Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa 
pesan. 
8. Feedback. Umpan balik merupakan tanggapan komunikan apabila 










9. Noise: Gangguan tak terencana yang tercadi dalam proses komunikasi sebagai 
akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan 
yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.  
Model komunikasi di atas menegaskan faktor-faktor kunci dalam 
komunikasi efektif. Komunikator harus tahu khalayak mana yang dijadikan 
sasarannya dan tanggapan apa yang diinginkannya. Ia harus terampil dalam 
menyandi pesan dengan memperhitungkan bagaimana komunikan sasaran 
biasanya mengawasandi pesan. Komunikator harus mengirimkan pesan melalui 
media yang efisien dalam mencapai khalayak sasaran. 
William G. Scott yang mengutip pendapat Babcock dalam Thoha (1977) 
dalam Suprapto (2009:10-12) mengatakan bahwa ada 5 faktor yang 
mempengaruhi proses komunikasi: 
1. The Act (perbuatan)  
Perbuatan komunikasi menginginkan pemakaian lambang-lambang yang 
dapat dimengerti secara baik oleh manusia. Pada umunya lambang-lambang 
tersebut dinyatakan dalam bahasa atau dalam keadaan tertentu, tanda-tanda lain 
dapat pula dipergunakan. 
2. The Scene (Adegan) 
Adegan sebagai salah satu factor dalam komunikasi ini menenkankan 
hubungan dengan lingkungan komunikasi. Adegan ini menjelaskan apa yang 
dilakukan, symbol apa yang dugunakan, dan arti dari apa yang dikatakan. Dengan 
kata lain adegan adalah sesuatu yang akan dikomunikasikan dengan melalui 
symbol apa sesuatu itu dapat dikomunikasikan.  
3. The Agent (Pelaku)  
Individu-individu yang mengambil bagian dalam hubungan komunikasi 
dinamakan pelaku-pelaku komunikasi. Pengirim dan penerima yang terlibat dalam 
hubungan komunikasi ini adalah contoh dari pelaku-pelaku komunikasi tersebut. 
Dan perannya sering kali saling meggantikan dalam situasi komunikasi yang 
berkembang.  
4. The Agency (Perantara) 
Alat-alat yang digunakan dalam komunikasi dapat membangun 
terwujudnya perantara. Alat-alat itu selain dapat berwujud komunikasi lisan, tatap 
muka, juga lat komunikasi yang tertulis, seperti surat perintah, memo, bulletin, 
nota, surat tugas dan sejenisnya.  
5. The Purpose (Tujuan)  
Menurut Grace ada 4 macam tujuan, yaitu :  
a. Tujuan fungsional adalah tujuan yang secara pokok bermanfaat untuk 
mencapai tujuan-tujuan organisasi/lembaga.  
b. Tujuan manipulasi adalah tujuan yang dimaksudkan untuk 
menggerakkan orang-orang yang mau menerima ide-ide yang 
disampaikan, yang sesuai ataupun tidak dengan nilai dan sikapnya.  
c. Tujuan keindahan adalah tujuan untuk menciptakan tujuan-tujuan yang 
bersifat kreatif.  
d. Tujuan keyakinan adalah tujuan yang bermaksud untuk meyakinkan 
atau mengembangkan keyakinan orang-orang pada lingkungan. 
 
C. Strategi Komunikasi 
Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 
(management) untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai suatu tujuan 
tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 
saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula 
strategi komunikasi.  
Menurut Onong Uchjana Effendi dalam buku berjudul “Dinamika 
Komunikasi” menyatakan bahwa : 
“.... strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi 
(communication planning) dan manajemen (management planning) untuk 
mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut strategi komunikasi 
harus dapat menunjukkan secara taktis bagaimana operasionalnya. Dalam arti kata 
bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada 
situasi dan kondisi...(Effendy, 2008:29). 
 
Rogers (1982) kemudian memberi batasan pengertian strategi komunikasi 
sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia 
dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Seorang pakar 
perencanaan komunikasi Middleton (1980) juga membuat definisi dengan 
menyatakan bahwa: 
”strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen 
komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima sampai pada 
pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal” 
(Cangara, 2014:61) 
 
Strategi komunikasi (communication strategy) harus mendukung program 
aksi (action program) meliputi serangkaian tindakan (Morissan 2008:187), 
sebagai berikut: 
1. Memberitahu khalayak sasaran, internal, dan eksternal, mengenai tindakan 
yang akan dilakukan. Membujuk khalayak sasaran untuk mendukung dan 
menerima tindakan dimaksud. 
2. Mendorong khalayak yang sudah memiliki sikap mendukung atau 
menerima untuk melakukan tindakan. 
Berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan 
oleh strategi komunikasi. Strategi komunikasi, baik secara makro (planned 
multimedia strategy) maupun mikro (singlecommunication medium strategy) 
mempunyai fungsi ganda (Effendy, 2008:28), yaitu: 
a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, 
dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil 
yang optimal. 
b. Menjembatani “kesenjangan budaya” (cultural gap) akibat kemudahan 
diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang 
begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya  
Strategi komunikasi bertujuan menciptakan pengertian dalam 
berkomunikasi, membina dan memotivasi agar dapat mencapai tujuan yang 
dinginkan pihak komunikator. R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas 
Burnet dalam Rusady Ruslan (2008:37) menuliskan ada empat tujuan strategi 
komunikasi yaitu: 
a. To secure understanding yaitu untuk memastikan bahwa terjadi suatu 
pengertian dalam berkomunikasi. memberikan pengaruh kepada 
komunikan melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan 
tertentu dari organisasi. 
b. To establish acceptance yaitu bagaimana cara penerimaan itu terus dibina 
dengan baik. setelah komunikan menerima dan mengerti pesan yang 
disampaikan, pesan tersebut perlu dikukuhkan dalam benak komunikan 
agar menghasilkan feedback yang mendukung pencapaian tujuan 
komunikasi. 
c. To motivate action yaitu penggiat untuk memotivasinya. Komunikasi 
selalu memberi pengertian yang diharapkan dapat memperngaruhi atau 
mengubah perilaku komunikan sesuai dengan keinginan komunikator. Jadi 
strategi komunikasi ditujukan untuk mengubah perilaku komunikan. 
d. The goals which the communicator sought to achieve. Artinya bagaimana 
mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses 
komunikasi tersebut. 
Dalam penerapan strategi komunikasi ini, khususnya upaya transparansi 
kepada stakeholder, komunikasi menjadi sangat penting. Komunikasi yang 
berlangsung diarahkan pada pembentukan persepsi yang positif mengenai isi 
pesan oleh kelompok atau kelompok yang menerima pesan tersebut. Dengan 
adanya penciptaan persepsi yang positif, maka penerima pesan akan terpersuasi 
untuk melakukan perubahan sikap sebagai tanggapan yang positif terhadap isi 
pesan yang diterima. 
D. Perumusan Strategi Komunikasi  
Khalayak memiliki kekuatan penangkal yang bersifat psikologi dan sosial 
bagi setiap pengaruh yang berasal dari luar diri dan kelompoknya. Disamping itu, 
khalayak tidak hanya dirangsang oleh hanya satu pesan saja melainkan banyak 
pesan dalam waktu yang bersamaan. Artinya terdapat juga kekuatan pengaruh dari 
pesan-pesan lain yang datang dari sumber (komunikator) lain dalam waktu yang 
sama, maupun sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian pesan yang diharapkan 
menimbulkan efek atau perubahan pada khayalak bukanlah satu-satunya 
“kekuatan” melainkan, hanya satu diantara semua kekuatan pengaruh yang 
bekerja dalam proses komunikasi, untuk mencapai efektivitas.  
Jadi efek tidak lain dari paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam 
keseluruhan proses komunikasi. Justru itu, maka pesan sebagai satu-satunya 
kekuatan yang dimiliki oleh komunikator harus mampu mengungguli semua 
kekuatan yang ada untuk menciptakan efektivitas. Kekuatan pesan ini, dapat 
didukung oleh metode penyajian, media dan kekuatan kepribadian komunikator 
sendiri. Dalam hal ini maka perencanaan dan perumusan strategi dalam proses 
komunikasi, terutama dalam Komunikasi Inovasi, Public Relation, Komunikasi 
Internasional, dan sebagainya, semakin jelas diperlukan. 
Agar pesan yang disampaikan kepada sasaran (public) menjadi efektif, 
Arifin (1984:59) menawarkan strategi-strategi komunikasi sebagai berikut:  
1. Mengenal Khalayak  
Mengenal khalayak haruslah langkah pertama bagi komunikator dalam 
usaha komunikasi yang efektif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses 
komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak passif, melainkan aktif, sehingga 
antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga 
saling mempengaruhi. Artinya khalayak dapat dipengaruhi oleh komunikator dan 
komunikator juga dapat dipengaruhi oleh khalayak.  
Dalam proses komunikasi, baik komunikator maupun khalayak 
mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa persamaan kepentingan, komunikasi 
tak mungkin berlangsung. Karena itu, untuk berlangsungnya suatu komunikasi 
dan kemudian tercapainya hasil yang positif, maka komunikator harus 
menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan, 
metode, dan media.  
Dalam observasi atau penelitian, khalayak dapat diidentifikasi dari 
beberapa segi. Misalnya dari segi pengetahuan khalayak terhadap pesan-pesan 
yang disampaikan, dapat ditemukan khalayak yang tidak memiliki pengetahuan, 
memiliki hanya sedikit, memiliki banyak dan yang ahli tentang masalah yang 
disajikan. Sedang dari seni sikap yang khalayak terhadap isi pesan yang 
disampaikan dapat ditemukan khalayak yang setuju, ragu-ragu dan yang menolak.  
Demikian juga dari segi kesediaan khalayak menerima pengaruh, 
khususnya mengenai inovasi. Dalam hal ini Schoenfeld dalam Arifin (1984:60-
61) mengemukakan klasifikasi khalayak sebagai berikut: 
1. Inovator ataupun penemu ide adalah orang-orang yang kaya akan akan ide 
baru, dan karenanya terkadang mudah dan terkadang sukar menerima ide 
baru orang lain.  
2. Early adopters atau barang yang cepat bersedia untuk mencoba apa yang 
dianjurkan kepadanya.  
3. Early Majority atau kelompok orang-orang yang mudah menerima ide-ide 
baru asal saja sudah diterima oleh orang banyak.  
4. Mayority atau kelompok dalam jumlah terbanyak yang menerima atau 
menolak ide baru, terbatas pada suatu daerah.  
5. Non-adopters ataupun orang-orang yang tidak suka menerima ide baru dan 
mengadakan perubahan-perubahan atas pendapatnya yang semula. 
2. Menyusun Pesan  
Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah selanjutnya 
dalam perumusan strategi, ialah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan 
materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, ialah 
mampu membangkitkan perhatian.  
Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media 
komunikasi atau melalui media telekomunikasi, isinya bisa berupa ilmu 
pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Adapun sesuatu yang 
dimaksud dengan pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 
disampaikan pengirim/komunikator kepada penerima/komunikan. Syarat 
komunikasi efektif bagi sebuah pesan adalah menarik, dapat memperoleh 
kebutuhan individual (personal needs) pada komunikan, dapat memuaskan 
kebutuhan pesan yang disampaikan, pesan dapat memuaskan kebutuhan emosi, 
pesan dapat memuaskan kebutuhan harapan yang logis bagi penerima pesan. 
Isi pesan dalam strategi komunikasi sangat menentukan efektivitas 
komunikasi. Wilbur Schramm (1995) dalam Arifin (68-69) mengatakan bahwa 
agar komunikasi yang dilancarkan dapat lebih efektif, maka pesan yang 
disampaikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat 
menarik perhatian sasaran dimaksud. 
2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman 
yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat 
dimengerti. 
3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan 
menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. 
4. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi, 
yang layak bagi situasi kelompok di mana sasaran berada pada saat ia 
gerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. 
Willbur Schramm dalam Arifin (1984:70) selanjutnya mengemukakan apa 
yang disebut dengan availibity (mudahnya diperoleh) dan contrast (kontras). 
Availalibity, berarti isi pesan itu mudah diperoleh sebab dalam persoalan yang 
sama atau orang selalu memilih yang paling mudah, yaitu yang tidak terlalu 
banyak meminta energi atau tenaga. Sedang contrast menunjukkan, bahwa pesan 
itu, dalam hal menggunakan tanda-tanda dan medium memiliki perbedaan yang 
tajam dengan keadaan sekitarnya. Sehingga ia kelihatan atau kedengaran sangat 
menjolok, dan dengan demikian mudah diperoleh. Sesuatu yang menjolok ialah 
karena lebih nyaring, lebih terang, lebih besar atau merupakan gerak yang tiba-
tiba dalam keterangan, perubahan pada suara tiba-tiba, intensitas, irama, dan 
sebagainya. 
3. Menetapkan Metode  
Efektivitas dari suatu komunikasi selain tergantung dari kemantapan isi 
pesan, yang diselaraskan dengan kondisi khalayak dan sebagainya, maka juga 
akan turut dipengaruhi oleh metode-metode penyampaiannya kepada sasaran.  
Arifin (1984:73) menawarkan metode komunikasi yang efektif, yaitu:  
a. Redundancy (Repetition)  
Adalah mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan 
kepada khalayak. Dengan metode ini sekalian banyak manfaat yang dapat ditarik 
darinya. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan 
itu, karena justru berkontras dengan pesan yang tidak diulang-ulang, sehingga ia 
akan lebih banyak mengikat perhatian. Selanjutnya dengan metode repetition ini, 
komunikator dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang tidak disengaja dalam penyampaian-penyampaian sebelumnya.  
b. Canalizing  
Proses canalizing ialah memahami dan meneliti pengaruh kelompok 
terhadap individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka 
haruslah dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar kelompok dan mayarakat 
dan secara berangsur-angsur merubahnya ke arah yang dikehendaki. Akan tetapi 
bila hal ini kemudian ternyata tidak mungkin, maka kelompok tersebut secara 
perlahan-perlahan dipecahkan, sehingga anggota-anggota kelompok itu sudah 
tidak memiliki lagi hubungan yang ketat. Dengan demikian pengaruh kelompok 
akan menipis dan akhirnya akan hilang sama sekali. Dalam keadaan demikian 
itulah pesan-pesan akan mudah diterima oleh komunikan.  
c. Informatif  
Dalam dunia komunikasi massa dikenal salah satu bentuk pesan yang 
bersifat informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi 
khalayak dengan jalan (metode) memberikan penerangan.  
Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, 
diatas fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar 
pula. Atau seperti ditulis oleh Jawoto dalam Arifin (1984:75): 
1. Memberikan informasi tentang facts semata-mata, juga facts bersifat 
kontroversial, atau 
2. Memberikan informasi dan menuntun umum ke arah suatu pendapat.  
d. Persuasif 
Persuasif berarti, mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini 
khalayak digugah baik pikirannya, maupun dan terutama perasaanya. Metode 
persuasif merupakan suatu cara untuk mempengaruhi komunikan, dengan tidak 
terlalu banyak berpikir kritis, bahkan kalau dapat khalayak itu dapat terpengaruh 
secara tidak sadar. situasi yang mudah kena sugesti(sugesstible).  
e. Edukatif  
Metode edukatif, sebagai salah satu cara mempengaruhi khalayak dari 
suatu pernyataan umum yang dilontarkan. Metode mendidik berarti memberikan 
sesuatu ide kepada khalayak sesungguhnya, diatas fakta-fakta, pendapat, atau 
pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenarannya, dengan 
disengaja, teratur dan terencana, dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia 
kearah yang diinginkan.  
f. Kursif  
Kursif berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Dalam hal 
ini khalayak dipaksa, tanpa perlu berfikir lebih banyak lagi, untuk menerima 
gagasan-gagasan atau ide-ide yang dilontarkan. Metode kursif biasanya 
dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah dan 
intimidasi-intimidasi. Dan untuk pelaksanaannya yang lebih lancar biasanya 
dibelakanginya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh.  
4. Seleksi dan Penggunaan Media  
Penggunaan medium sebagai alat penyalur ide, dalam rangka merebut 
pengaruh dalam masyarakat, dalam abad ke-20 ini, adalah suatu hal yang 
merupakan keharusan. Sebab selain media massa dapat menjangkau jumlah besar 
khalayak, juga dewasa ini rasanya kita tak dapat lagi hidup tanpa surat kabar, 
radio, film dan mungkin juga televisi. Dan agaknya alat-alat itu kini betul-betul 
telah muncul sebagai alat komunikasi massa yang sejati yang selain berfungsi 
sebagai alat penyalur, juga mempunyai fungsi sosial yang kompleks.  
Sebagaimana dalam menyusun pesan dari suatu proses komunikasi yang 
ingin dilancarkan, kita harus selektif, dalam arti menyesuaikan keadaan dan 
kondisi khalayak, maka dengan sendirinya dalam penggunaan mediapun, harus 
demikian pula. Justru itu, selain kita harus berfikir dalam jalinan faktor-faktor 
komunikasi sendiri juga harus dalam hubungannya dengan situasi sosial-
psikologis, harus diperhitungkan pula. Hal ini karena masing-masing medium 
tersebut mempunyai kemampuan dan kelemahan-kelemahan tersendiri sebagai 
alat. 
5. Hambatan dalam komunikasi  
Dalam komunikasi, pada saat penyampaian pesan dari komunikator 
kepada komunikan sering terjadi tidak tercapainya pengertian sebagaimana yang 
dikehendaki, malah timbul kesalahpahaman. Tidak dapat diterimanya pesan 
tersebut dengan sempurna dikarenakan perbedaan lambang atau bahasa antara apa 
yang dipergunakan dengan yang diterima. Atau terdapat hambatan teknis lainnya 
yang menyebabkan gagasan terhadap kelancaran sistem komunikasi kedua belah 
pihak. Effendy (2008:11) menyatakan bahwa ada 4 (empat) hambatan yang biasa 
terjadi dalam proses komunikasi, yaitu:  
a. Hambatan sosio-antro-psikologis 
Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. Ini berarti 
bahwa komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung, 
sebab situasi amat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi terutama situasi 
yang berhubungan dengan faktor-fator sosiologi-antropologis-psikologis. 
Hambatan sosiologis sering ditemui karena masyarakat terdiri dari 
berbagai golongan dan lapisan, yang menimbulkan perbedaan dalam situasi sosial, 
agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan, dan sebagainya, yang 
kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi. Hambatan 
antropologis terjadi karena manusia memiliki perbedaan postur, warna kulit dan 
kebudayaaan, yang pada kelanjutannya berbeda dalam gaya hidup, norma, 
kebiasaan dan bahasa. Sementara itu, hambatan psikologis terjadi dalam 
komunikasi disebabkan karena si komunikator sebelum melancarkan 
komunikasinya tidak mengkaji diri komunikan. Komunikasi sulit berhasil apabila 
sedang sedih, bingung, marah, merasas kecewa, merasa iri hati; juga jika 
komuniasi menaruh prasangkan kepada komunikator. Prasangka menjadi salah 
satu hambatan berat bagi kegiatan omunikasi karena orang yang berprasangka 
belum apa-apa sudah bersikap menentang komunikator.  
b. Hambatan Semantis 
Kalau hambatan sosiologis-antropologis-psikologis terdapat pada pihak 
komunikan maka hambatan semantis terdapat pada diri komunikator. Faktor 
semantis menyangkut bahasa yang dipergunakan komuniator sebagai alat untuk 
menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikator. Demi kelancaran 
komuniasi maka seorang komunikator harus memperhatikan gangguan semantis 
sebab salah ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian atau salah 
tafsir yang pada akhirnya bisa menimbulkan salah komunikasi.  
c. Hambatan Mekanis 
Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam 
melancarkan komunikasi. Banyak contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-
hari; suara telepon yang krotokan, ketikan huruf yang buran pada surat, suara 
yang hilang-muncul pada pesawat radio, gambar yang meliuk-liuk pada pesawat 
televisi, dan lain-lain. 
d. Hambatan Ekologis 
Hambatan ekologis terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap 
proses berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Contohnya 
adalah suara riuh orang-orang atau kebisingan lalu-lintas, suara hujan atau petir, 
pada saat komunikator sedang menyampaikan pesan.  
E. Sosialisasi 
Menurut Slameto (2003:3) sosialisasi adalah suatu proses belajar 
mengajar. Dalam hal ini belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya (http://repository.usu.ac.id/). Sementara itu, Ritcher Jr (1987: 139) 
memberikan definisi yang lebih luas, bahwa sosialisasi adalah proses seseorang 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukannya agar dapat 
berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam satu 
kedudukan atau peranan tertentu di masyarakatnya (http://www.scribd.com/). 
Proses sosialisasi terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar-
manusia yang menghasilkan adanya proses pengaruh mempengaruhi. Dalam 
proses pendewasaan manusia maka berdasarkan pengalamannya sendiri, ia akan 
selalu mempunyai suatu sistem tingkah laku (behavior system) yang akan 
ditentukan oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia akan memberikan reaksi 
terhadap suatu pengalaman. Akhirnya sistem perilaku inilah yang akan 
menentukan dam membentuk sikapnya (attitude) terhadap sesuatu. 
Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi 
(program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, 
peraturan) kepada pihak(-pihak) lain (aparat, masyarakat yang terkena program, 
dan masyarakat umum).  
Dalam usaha untuk melakukan kegiatan sosialisasi, terdapat beberapa cara 
yang dapat digunakan menurut Susanto (1997, 47:48): 
1. In House Campaign 
Proses sosialisasi yang diarahkan pada seluruh anggota organisasi didalam 
perusahaan, yang menyangkut semua tingkatan yang ada dalam aktivitas kerja 
sehari-hari. Program ini dapat memanfaatkan beberapa orang kunci dalam 
perusahaan seperti: 
a. Top manager, untuk menunjukkan komitmen top management terhadap 
kebijaksanaan ini. 
b. Core People, dipilih dari anggota organisasi yang memiliki antusiasme 
yang tinggi terhadap penerapan dari budaya perusahaan yang telah 
ditetapkan. Core people dapat dipilih dari berbagai tingkatan dalam 
organisasi. 
c. Rekan kerja yang lebih dulu bergabung, diarahkan pada anggota yang baru 
bergabung, yang berperan sebagai komunikator adalah rekan sekerja. 
Disamping itu, juga dapat dimanfaatkan beberapa hal berikut ini: 
1. Gimmick products 
2. Buku pedoman 
2. Outside Campaign 
Seluruh proses sosialisasi diarahkan pada lingkungan ekstern organisasi, 
tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen yang diambil oleh perusahaan 
dalam melayani kepentingan ‘konsumen’nya (http://e-journal.uajy.ac.id/). 
Penelitian ini menggunakan Teori Laswell dan disonansi kognitif. Teori 
Laswell telah dijelaskan dalam strategi komunikasi. Teori disonansi kognitf biasa 
disebut juga sebagai teori perubahan sikap. Teori ini menyatakan bahwa seseorang 
akan mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya bila ia dihadapkan pada 
informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya (Morissan, 
2008:64). Teori ini merangkum empat asumsi yaitu:  
1. Manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, 
dan perilakunya.  
2. Disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis  
3. Disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk 
melakukan tindakan – tindakan dengan dampak yang dapat diukur.  
4. Disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan 















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Profil BPJS Kesehatan Cabang Makassar 
BPJS Kesehatan Makassar merupakan perubahan dari PT ASKES 
(Persero) Cabang Makassar. Perubahan terjadi sesuai dengan Undang-Undang 
nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang 
resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. 
BPJS Kesehatan Cabang Makassar terletak di JL. A.P Pettarani No. 78 
Makassar 90013 (Lantai 1) dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan 
berbatasan dengan: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Resto Boncafe  
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor MSA Kargo 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan rakyat.  
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Abdul DG Sirua 
Transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan 
BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus 
oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Penerima Pensiun PNS dan 
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 
Usaha lainnya. 
Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai 
berikut : 
1. Tahun 1968 
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur 
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan 
ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 
Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan 
Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan 
Kesehatan (BPDPK), oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. 
Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional. 
2. Tahun 1984 
Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 
peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, pemerintah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan 
bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) 
beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada 
Bhakti. 
3. Tahun 1991 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan 
program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti 
ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 
Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke 
badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. 
4. Tahun 1992 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum 
diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan 
fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat 
dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih 
mandiri. 
5. Tahun 2005 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 
1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara 
Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes 
(Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan 
6. Tahun 2008 
Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat 
Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 
PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 
112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen 
Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, 
tatalakasana pelayanan dan tata laksana organisasi dan manajemen. 
Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 
tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero) 
mendirikan anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial. 
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak perusahaan PT 
Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal 
juga dengan sebutan PT AJII. 
7. Tahun 2009 
Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 
selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin 
operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi 
Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi 
masyarakat. 
8. Tahun 2011 
Terkait UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
di tahun 2011, PT Askes (Persero) resmi ditunjuk menjadi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) yang meng-cover jaminan kesehatan seluruh rakyat 
Indonesia yang tertuang dalam UU BPJS Nomor 24 tahun 2011.  
9. Tahun 2014  
Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama 
menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011 
tentang BPJS (sumber: www.ptaskes.com). 
B. Visi dan Misi  
 Visi BPJS Kesehatan 
Visi BPJS Kesehatan ialah ”cakupan semesta 2019”. Paling lambat tanggal 
1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional 
untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS. 
Misi BPJS Kesehatan 
Misi BPJS Kesehatan ialah membangun kemitraan strategis dengan 
berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan 
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Misi tersebut adalah: 
1. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang 
efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang 
optimal dengan fasilitas kesehatan. 
2. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS 
Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk 
mendukung kesinambungan program. 
3. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip 
tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai 
untuk mencapai kinerja unggul. 
4. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan 
evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 
operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
5. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
C. Landasan Hukum BPJS Kesehatan  
Landasan Hukum BPJS Kesehatan: 
1. Undang-Undang Dasar 1945 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
D. Hak dan Kewajiban 
Dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2011 Bab IV Bagian Keempat di 
jelaskan mengenai hak dan kewajiban BPJS, yakni: 
Hak 
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
BPJS berhak untuk: 
a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 
bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. 
Kewajiban 
a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; 
b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk 
sebesar-besarnya kepentingan Peserta; 
c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 
mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 
pengembangannya; 
d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-
Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 
e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban 
untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 
f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk 
mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; 
g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua 
dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 
i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria 
yang lazim dan berlaku umum; 
j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 
dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan 
k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, 
secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan 
kepada DJSN. 
E. Fungsi, Tugas, dan Wewenang 
Fungsi 
UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip 
ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 
Tugas 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas: 
1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 
5. Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan program jaminan sosial; dan 
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 
kepada peserta dan masyarakat. 
Wewenang 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamksud di atas BPJS 
berwenang: 
1. Menagih pembayaran Iuran; 
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan 
pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah; 
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 
6. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang 
tidak memenuhi kewajibannya; 
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 
kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 
8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 
program jaminan sosial. 
F. Tata Nilai 
Tata Nilai Organisasi (Organization Values) dan Pernyataan Makna (Meaning 
Statement) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:  
Pasal 1 
Pernyataan makna (meaning statement) dari BPJS Kesehatan adalah “Kami 
Yakin dengan Pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dapat Mencapai Cakupan 
sebagai Warisan untuk Indonesia Yang Lebih Baik” 
Pasal 2 
Tata Nilai Organisasi BPJS Kesehatan Makassar 
1. Integritas (Integrity) 
Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung 
jawab melalui keselarasan berfikir, berkata dan berprilaku sesuai keadaan 
sebenarnya 
2. Profesional (Professional) 
Profesional merupakan karakter dalam melaksanakan tugas dengan 
kesungguhan sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan. 
3. pelayanan Prima (Service Exellence) 
Pelayanan prima merupakan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik 
dengan ikhlas kepada seluruh peserta. 
4. Efisian Operasional (Operation Exellence) 
Efesien operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui 
perencanaan yang tepat dan penggunaan anggaran yang rasional sesuai dengan 
kebutuhan. 
Pasal 3 
10 Prilaku Utama Duta BPJS Kesehatan Yakni:  
1. mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau 
kelompok 
2. Selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan. 
3. berani mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan. 
4. meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan 
5. mengutamakan kualitas proses dan hasil kerja. 
6. berpikiran positif dan mau menyesuaikan diri terhadap perubahan. 
7. bersikap proaktif terhadap kebutuhan peserta 
8. berempati dan sabar dalam melayani peserta 
9. merencanakan anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan 
10. hemat dan rasional dalam penggunaan anggaran 
Pasal 4 
Wujud perilaku dari tata nilai organisasi akan ditetapkan tersendiri melalui 
keputusan Direksi BPJS Kesehatan 
Pasal 5 
Peraturan ini berlaku terhitung sejak tangga ditetapkan. 
G. Struktur Organisasi  Dan Jabatan 
Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Cabang Makassar 
 





Kepala Unit Umum 
dan TI 
Lesti Mufliha 
Kepala Unit MPR 
Irawati Reneng 
Kepala Unit Keuangan 
& Kolekting 
Hadjrah Talaohu 
Kepala Unit KPP 
Muhayyinah 
Wahidin 
Kepala Unit MPP 
Rini Oktaviani Nadjib 
Kepala Unit Pemasaran 
Jabatan Struktural BPJS Kesehatan Cabang Makassar 
Tabel 3.1 : Daftar Karyawan 
NO NAMA JABATAN 
STRUKTURAL 
SEB.JAB GRADE 
1 Muhammad Ali Manager Kepala cabang VI 
Assisten Manager 
2 Natan Seru Ass. Manager Kepala Umum 
& SDM 
IX-7 
3 Rini Oktaviani Nadjib Ass. Manager Kepala 
Pemasaran 
X-0 
4 Lesti Mufliha Ass. Manager Kepala MPR X-0 
5 Hadjrah Talaohu Ass. Manager Kepala KPP X-3 








8 St. Aminah Muin Ass. Manager  X-3 
9 Wahidah Ass. Manager KLOK GOWA X-2 
10 Laila Adriany Ass. Manager KLOK Takalar X-3 
11 Rosmawati Amir Ass. Manager KLOK 
Pangkep 
X-3 
12 Tutik Widijanti Ass. Manager KLOK Maros X-5 
Pelaksana 
13 Muhayyina wahidah 
As 
Pelaksana Kepala MPP XII-19 
14 Rezki Selviaty Pelaksana RSUD DR 
Wahidin S 
XII-19 
15 Irmawati Pelaksana Petugas RSUD 
DR Wahidin S 
VII-18 
16 Rini Riantiny Pelaksana Petugas RSUD 
DR Wahidin S 
XIV-3 
17 Rufaidar juddin Pelaksana Petugas RSI 
Faisal 
XII-18 
18 Nadia Pelaksana Petugas RS. 
Awal Bros 
XIV-3 
19 A. Asharyanti As 
Melba 
Pelaksana RS Awal Bros XIV-1 




21 Herlina  Pelaksana BP Gigi XIV-1 








24 Sukmawati Pelaksana RS Awal Bros XII-16 
25 Normalia Pelaksana RS 
Bhayangkara 
XII-16 
26 Monira Novi Sartika  Pelaksana RS Haji XII-16 
27 Mastina Pelaksana RSU Daya XII-16 
28 Nurhidayah Pelaksana RSUD Gowa XII-16 
29 Sunarti Saud Pelaksana RSUD 
Pangkep 
XII-16 




31 Martania Sillia Pelaksana Staff KPP XII-16 
32 Wislu Akturiani Biya Pelaksana Staff MPP XII-16 
33 Yuliana Titaheluw Pelaksana Staff Umum XII-16 
34 Zari Puspita Ayu Pelaksana Staff KPP XII-16 
35 Andi bachtiar Pelaksana  Staff KPP XII-16 
36 ST Hadijahwati Pelaksana Staff Keu & 
Kolekting 
XII-16 
37 Irawaty Syamsuddin Pelaksana Koord. RS 
Ibnu Sina 
XII-17 
38 Patricya Nurtanio Pelaksana  RSUD Dadi XII-17 
39 Fika Wiryawaty Pelaksana Koord. RS 
Unhas 
XII-19 
40 Supiana Halim Pelaksana RSUD Maros XI-22 
41 Rosidha Pelaksana RS AURI 
Maros 
XI-22 












45 Nabila Staff Petugas RS 
Pelamonia 
XII-16 
46 Rr Nurus Dyah 
Mustikomurti 
Staff Petugas RS 
Labuang Baji 
XII-16 
47 Irawati Staff Petugas RS 
Ibnu Sina 
XII-16 
48 Tiara Indah Lestari Staff Staff SDM XII-16 
49 Lisda Tampubolon Staff Staff 
Keuangan 
XII-16 
50 Zulkarnaen Staff BPJS Center 
RSWS 
XII-19 












54 St. Fatimah Staff Petugas BPJS 
Center RS ST. 
Fatimah 
XIII-9 
























61 Sukardi Staff Petugas BPJS 
Center RSWS 
XIII-9 
62 Muhammad Ayyub Staff Petugas BPJS 
Center Takalar 
XIII-9 




64 Sudirman Staff Petugas BPJS XIII-9 
Center RSWS 
65 Fitrianti Staff Staff MPR XIII-9 
66 Nur Fitrianingsih Staff Staff MPR  XIII-9 
67 Andhini Prabawati  Staff Staff IT XIII-9 
68 Natalia Ona Paruak Staff Staff KPP XIII-9 




H. ATURAN KERJA 
Aturan kerja sangatlah diperlukan demi terorganisir dan efektifnya kinerja 
karyawan. Adanya aturan kerja akan membentuk kedisiplinan pada setiap 
karyawan. Adapun aturan kerja yang berlaku di Kantor BPJS Kesehatan makassar 
adalah sebagai berikut:  
1. Jam Kerja 
Senin – jumat : mulai pukul 08.00 WITA s/d 17.00 WITA 
2. Istirahat  
ISOMA mulai pukul 12.00 s/d 13.00 WITA selama hari kerja. 
3. Libur 
Hari Sabtu dan minggu. 
I. LOGO  
 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Sekilas Tentang Program Jaminan Kesehatan (JKN) 
Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disingkat JKN adalah jaminan 
berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti 
program. Peserta dari program ini akan memperoleh manfaat pemeliharaan dan 
perlindungan kesehatan demi terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan manusia. 
Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan 
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan.  
1.1 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
Program Jaminan Kesehatan Nasional  merupakan program jaminan 
kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan yang 
diberikan bukan hanya pada saat memiliki penyakit kronis seperti jantung atau 
kanker namun juga termasuk di dalamnya usaha-usaha pencegahan, seperti 
imunisasi.  
Pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta dapat peroleh 
diberbagai rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah 
menandatangani kontrak. Mutu pelayanan yang diberikan merata terhadap setiap 
orang. Perbedaan kelas bukan berarti beda segala-galanya. Yang berbeda hanyalah 
kamarnya. Untuk pelayanan obat itu sendiri, pada dasarnya sama untuk semua. 
Sehingga rakyat miskin tidak perlu khawatir mendapat perlakuan berbeda. 
Sebelum terbentuk BPJS Kesehatan, jaminan sosial di Indonesia 
diselenggarakan oleh beberapa badan milik Negara. Seperti halnya PT Asuransi 
Kesehatan Indonesia (ASKES), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), 
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Tabungan 
dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang kesemuanya itu masuk dalam 
bagian jaminan asuransi kesehatan di Indonesia. Ada juga asuransi swasta seperti 
Prudencial dan lain sebagainya.  
Pada program JKN semua warga negara Indonesia wajib menjadi peserta 
termasuk warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan 
dan wajib membayar iuran kepada BPJS, bagi yang tidak mampu iuran 
dibayarkan pemerintah (PBI) yang pesertanya ditetapkan pemerintah. Konsep 
iuran BPJS bagi pekerja maupun PNS adalah 4,5  persen ditanggung pemberi 
kerja (perusahaan) dan 0,5 persen ditanggung pekerja itu sendiri, sehingga 
totalnya 5 persen berdasarkan upah. 
1.2 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional 
Manfaat jaminan kesehatan yang bisa diperoleh dari program ini bersifat 
pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif 
termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Dimana bagi para 
peserta akan memperoleh pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur 
pelayanan. 
Seperti halnya dalam mengikuti sistem rujukan yang berjenjang, adapun 
fasilitas kesehatan yang digunakan dalam JKN meliputi fasilitas primer, sekunder 
dan tersier, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan. 
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi:  
a) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non 
spesialistik mencakup: Administrasi pelayanan; Pelayanan promotif dan 
preventif; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; tindakan medis non 
spesialistik, baik operatif maupun non operatif; pelayanan obat dan bahan 
medis habis pakai; transfusi darah sesuai kebutuhan medis; pemeriksaan 
penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama; rawat inap tingkat pertama 
sesuai indikasi. 
b) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan 
mencakup:  
1. Rawat jalan, meliputi: Administrasi pelayanan; pemeriksaan, pengobatan 
dan konsultasi spesialistik oleh dokter  spesialis dan sub spesialis; tindakan 
medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis; pelayanan obat dan bahan 
medis habis pakai; pelayanan alat kesehatan implant; pelayanan penunjang 
diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi  medis; rehabilitasi medis; 
pelayanan darah; pelayanan kedokteran forensik; pelayanan jenazah di 
fasilitas kesehatan. 
2. Rawat Inap yang meliputi: perawatan inap non intensif; perawatan inap di 
ruang intensif; pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan.  
JKN ini ditandai dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan tanggal 1 Januari 2014, yang merupakan implementasi 
dari berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU Nomor 40 
tahun 2004 tentang SJSN. 
2. Strategi Komunikasi BPJS Kesehatan Makassar dalam 
Menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
Setelah penulis melakukan penelitian selama kurang lebih tiga bulan 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi langsung dan 
wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan 
penelitian ini, maka penulis akhirnya menyatakan penelitian ini telah selesai.  
2.1 Informan 
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposif sampling 
dengan kriteria informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan 
terlibat langsung pada perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi BPJS 
Kesehatan Makassar dalam melakukan sosialisasi sehingga peneliti dapat 
merangkum informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Informan tersebut 
berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu:  
1. Rini Oktaviani Nadjib (Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan 
Makassar) 
2. Hajrah Talaohu (Kepala Unit Kepesertaan dan Pengaduan Peserta) 
3. Musrianto (Staff Unit Pemasaran).  
2.2 Hasil Wawancara 
Adapun hasil penelitian ini akan diuraikan di bawah ini.  
Berdasarkan data yang penulis dapatkan, maka dalam bab ini penulis akan 
memaparkan hasil penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi BPJS 
Kesehatan Makassar dalam Menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional” berdasarkan empat aspek, yaitu bagaimana mengenal khalayak, 
menyusun pesan, menetapkan metode, serta seleksi dan penggunaan media. 
Pada dasarnya tujuan komunikasi dilihat dari berbagai aspek tidak lain 
untuk memberikan informasi, mempersuasi dan mengubah sikap khalayak sesuai 
dengan tujuan program yang disosialisasikan. Hal ini sejalan dengan tujuan 
sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Makassar mengenai program JKN. 
Seperti apa yang diutarakan Ibu Rini Oktaviani selaku Kepala Unit Pemasaran, 
bahwa: 
”..Tujuan sosialisasi tentu saja untuk menginformasikan mengenai 
kehadiran program JKN, mengajak masyarakat untuk mengikuti program JKN 
dari yang tidak memiliki jaminan kesehatan akhirnya memiliki”. 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka BPJS Kesehatan telah 
melaksanakan sosialisasi bahkan sebelum BPJS Kesehatan resmi beroperasi di 
tahun 2014.  Hal ini, disebabkan karena BPJS Kesehatan bukanlah badan hukum 
yang murni baru namun merupakan transformasi dari PT Askes. Sehingga target 
awal sosialisasi badan hukum ini, yakni orang-orang yang dulunya telah terdaftar 
sebagai peserta PT Askes. Tujuannya adalah agar peserta memahami dengan baik 
bagaimana posisi mereka ketika beralih menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan.  
Bertempat di Kantor Cabang dan Regional IX Makassar, Ibu Rini 
Oktaviani menambahkan, bahwa: 
“Sebenarnya BPJS Kesehatan baru aktif secara formal sejak awal tahun 
2014 namun sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan beserta program Jaminan 
Kesehatan Nasional telah dilaksanakan bahkan sebelum tanggal resmi 
beroperasinya. Itu karena BPJS Kesehatan bukanlah instansi yang benar-benar 
baru namun merupakan perubahan dari PT Askes. Sosialisasi ini bertujuan untuk  
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perubahan PT Askes. Selain 
itu, sosialisasi juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai posisi 
mereka ketika PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.  
 
Sama seperti apa yang diungkapkan Ibu Hajrah selaku Kepala Unit 
Kepesertaan dan Pengaduan Peserta (KPP), bahwa sosialisasi memang 
dilaksanakan sejak Agustus 2013. Namun, sosialisasi yang dilaksanakan pada 
tahun 2013 memiliki fungsi yang berbeda dengan sosialisasi yang dilaksanakan di 
tahun 2014.  
”Sosialisasi memang dilaksanakan bahkan sebelum BPJS Kesehatan resmi 
beroperasi namun ada perbedaan dalam hal materi sosialisasi. Sosialisai yang 
dilaksanakan mulai Agustus 2013 itu terkait dengan persiapan PT Askes 
bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sehingga fungsi sosialisasinya lebih 
kepada pengenalan BPJS Kesehatan. Sementara sosialisasi yang dilaksankan 
setelah BPJS Kesehatan resmi beroperasi yakni 1 Januari 2014, terkait dengan 
program BPJS Kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga fungsi 
sosialisasi di sini adalah untuk menjelaskan apa itu Program JKN, bagaimana 
pemanfaatan kartu, apa kendala yang dihadapi peserta, bisa dibilang lebih ke 
masalah teknis. Dari hal tersebut, kita bisa lihat bahwa materi pesannya jelas beda. 
Pada tahun 2013 pesannya mengenai PT Askes yang akan berubah menjadi BPJS 
Kesehatan sementara saat ini pesannya terkait program JKN” 
 
Strategi komunikasi BPJS Kesehatan Makassar dalam rangka sosialisasi 
kepada khalayak disusun agar dapat menyentuh semua target khalayak, yakni 
peserta dan calon peserta. Sementara itu, jika mengacu pada pengkategorian 
peseta BPJS Kesehatan maka ada dua kategori peserta, yakni peserta Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Non PBI. Berikut adalah diagram kategori 
peserta program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan yang tercantum 
dalam buku panduan layanan kesehatan BPJS Kesehatan:  
 Skema 4.1. Kategori Peserta BPJS Kesehatan 
Sumber: BPJS Kesehatan Makassar 
Untuk mencapai target di atas maka BPJS Kesehatan melakukan berbagai 
aktivitas sosialisasi baik itu melalui sosialisasi secara langsung (tatap muka) 
maupun melalui media massa. Selain itu, untuk mempermudah penyebaran 
informasi kepada peserta yang darurat dan sangat membutuhkan informasi maka 
BPJS membuat BPJS Center yang di tempatkan di setiap rumah sakit yang bekerja 
sama dengan BPJS Kesehatan Makassar.  
Ibu Hajrah selaku Kepala Unit Kepesertaan dan Pengaduan Peserta  
menjelaskan fungsi dari BPJS Center. 
”...BPJS Center yang berada di setiap rumah sakit, baik itu rumah sakit 
pemerintah maupun rumah sakit swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan memiliki fungsi yang lebih dari sekedar melayani peserta. BPJS Center 
memiliki beberapa fungsi, pertama itu fungsi administrasi yakni menerbitkan SEP 
(Surat Elijibilitas Peserta). SEP adalah surat jaminan pembayaran peserta jaminan 
kesehatan sebagai salah satu haknya sebagai pasien. Fungsi kedua, pengawasan. 
Fungsi  ketiga, sebagai sumber informasi yang akan memberikan informasi 
kepada peserta  mengenai prosedur pemanfaatan atau penggunaan kartu BPJS 
Kesehatan. Selain itu, BPJS Center juga bisa berfungsi sebagai tempat pengaduan 
pelayanan bagi peserta JKN yang memiliki hambatan dalam menggunakan 
kartunya” 
 
Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada khalayak target program JKN 
saja namun juga kepada instansi pemerintah dan mitra kerjasama BPJS Kesehatan 
seperti pihak faskes (rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter keluarga dan dikter 
gigi). Penegasan dari Ibu Rini, dinyatakan seperti berikut ini:  
”...BPJS Kesehatan Makassar bekerja sama dengan beberapa instansi 
pemerintah. Intansi tersebut, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan 
serta Pemerintah Kota. Sosialisasi ini diharapkan dapat melancarkan koordinasi 
mengenai pelayanan peserta jaminan kesehatan. Selain itu, sosialisasi juga 
dilakukan kepada fasilitas tingkat pertama dan falitias tingkat rujukan, yakni 
rumah sakit, puskesmas, klinik umum, dokter keluarga dan dokter gigi yang 
berada di Kota Makassar” 
 
Selain hal di atas, langkah lainnya yang ditempuh BPJS Kesehatan 
Makassar dalam melakukan sosialisai kepada khalayak adalah dengan melakukan 
komunikasi tingkat struktural dan fungsional. Ibu Hajrah menjelaskan: 
”Program JKN adalah program pemeliharaan kesehatan dalam bentuk 
pelayanan kesehatan sehingga diperlukan komunikasi yang intens antar semua 
tingkatan karyawan BPJS Kesehatan mulai dari kepala cabang, kepala unit, staff 
hingga kepada karyawan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama mupun rujukan. 
Semua karyawan harus bersikap infromatif artinya jika masyarakat bertanya maka 
dia harus menjawab dengan baik. Kalaupun dia memiliki jabatan yang tidak sama 
dengan apa yang ditanyakan maka dia bisa menunjukkan kepada siapa 
masyarakay harus bertanya” 
 
Salah satu aspek yang tak kalah penting dalam menyebarkan informasi 
adalah penetapan komunikator. Dalam berbagai kegiatan komunikasi, 
komunikator merupakan pengendalinya. Jika suatu proses komunikasi tidak 
berhasil dengan baik maka kesalahan utama bersumber dari komunikator karena 
komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan, memilih media yang 
tepat, dan mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. Sebagai pelaku utama 
dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat 
penting. Untuk itu seorang komunikator yang akan bertindak sebagai ujung 
tombak suatu program harus terampil berkomunikasi , kaya ide, dan penuh daya 
kreativitas.  
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program negara 
yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Makassar sehingga komunikator dalam 
program ini adalah orang-orang yang secara hukum telah lulus dari ujian 
kepegawaian dan terdaftar sebagai karyawan di BPJS Kesehatan. Seperti yang 
diuangkapkan Bapak Musrianto, bahwa:    
”Komunikator dalam rangka sosialsiasi adalah semua karyawan BPJS 
Kesehatan Makassar. Karena semua karyawan yang telah mengikuti ujian calon 
kepegawaian memiliki kredibilitas untuk bertindak sebagai komunikator dalam 
sosialisasi. Itulah kenapa ada pelatihan frontliner. Selain itu, setiap karyawan juga 
memiliki modul panduan pelayanan peserta yang tentunya berisikan semua 
informasi mengenai program JKN. Meski demikian, untuk kinerja yang lebih 
terorganisir maka ada pembagian kerja yang lebih spesifik. Misalnya, untuk 
urusan perekrutan peserta ditugaskan kepada unit pemasaran. sementara untuk 
pengaduan peserta ditugaskan kepada unit Kepesertaan dan Pengaduan Peserta” 
 
Komunikator dalam rangka sosialisasi program JKN memang pada dasarnya 
adalah semua karyawan BPJS Kesehatan. Namun, secara jabatan fungsional 
ditetapkan yang bertugas melaksanakan sosialisasi adalah Unit Pemasaran dan 
Kepesetaan dan Pengaduan Peserta (KPP). Kedua unit ini memiliki tugas dan 
tanggung jawab dalam sosialisasi namun masing-masing unit memiliki ruang 
kerja yang berbeda. Unit Pemasaran bertugas merekrut masyarakat untuk menjadi 
peserta sementara Unit KPP bertugas menyosialisasikan program JKN kepada 
masyarakat yang telah berstatus sebagai peserta.  
Seperti yang dijelaskan Ibu Hajrah Talaohu di wawancaranya, bahwa: 
”Tugas kepesertaan itu sosialisasi, registrasi, validasi, cetak, sebarkan atau 
distribusikan. Pemasaran itu mencari peserta, memasarkan produk, sosialisasi, 
registrasi badan usaha. Kedua-duanya melakukan sosialisasi. Hanya saja unit 
Pemasaran melakukan sosialisasi lebih kepada calon peserta. Setelah pemasaran 
melakukan sosialisasi mengenai bagaimana prosedur pendaftaran maka giliran 
kepesertaan yang turun untuk melakukan sosialisasi guna menjelaskan bagaimana 
hak dan kewajiban peserta”. 
 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari strategi komunikasi 
yang direncakan BPJS Kesehatan Makassar tidak lain agar semua masyarakat 
tahu, paham dan bertindak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk mencapai 
tujuan itu maka ada empat hal yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi 
yang mengacu pada  buku berjudul ”Strategi Komunikasi” karya Anwar Arifin, 
yaitu: a) mengenal khalayak; b) menyusun pesan; c) menetapkan metode; d) 
seleksi dan penggunaan media.  
a. Mengenal Khalayak 
Sangat penting bagi lembaga dalam mengenal khalayaknya karena 
khalayaklah yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya strategi komunikasi 
yang telah dirumuskan. Khalayaklah yang menentukan berhasil tidaknya suatu 
program, sebab bagaimananpun besarnya biaya, waktu dan tenaga yang 
dikeluarkan untuk memengaruhi mereka, namun jika mreka tidak tertarik pada 
program yang ditawarkan, maka kegiatan komunikasi yang dilakukan akan sia-sia. 
Seperti yang dijelaskan Ibu Rini dalam wawancaranya bahwa perlu adanya 
pengkategorian atau segmentasi khalayak. Hal ini disebabkan karena khalayak 
memiliki perbedaan baik dari segi pengetahuan, pengalaman maupun sosial 
ekonomi. Ibu Rini menegaskan : 
”...Nah, untuk mencapai tujuan itu maka BPJS Kesehatan melakukan 
berbagai cara. Pertama adalah membuat segmentasi khalayak sosialisasi. Dari 
segmentasi itulah maka kita putuskan bahwa strategi sosialisasi juga kita bagi 
persegmen-segmen. Pertama sosialisasi kepada pekerja dan pemberi kerja artinya 
itu kategori untuk pegawai swasta untuk perusahaan baik itu perusahaan swasta 
maupun perusahaan BUMN dan BUMD. Kedua, segmentasi sosialisasi kepada 
masyarakat umum. Ketiga, sosialisasi kepada komunitas dan  asosiasi. Maksudnya 
adalah sosialisasi kepada kelompok-kelompok dokter atau komunitas mahasiswa 
atau asosiasi IBI dan  perawat yang juga beda cari penyampaiannya. Keempat, 
sosialisasi kepada TOGA-TOMA yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kita 
harus segmentasikan sosialisasinya karena akan beda penyampaian 
komunikasinya ketika pesertanya juga berbeda” 
 
b. Menyusun Pesan 
Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah selanjutnya 
dalam perumusan strategi komunikasi ialah menyusun pesan, yaitu menentukan 
tema dan materi. Materi pesan sangatlah penting untuk disusun dengan baik 
karena tidak semua khalayak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami 
informasi yang disampaikan oleh komunikator.  
Dalam penyusunan pesan yang terkait dengan program jaminan kesehatan 
nasional, BPJS Kesehatan menggunakan penyajian pesan verbal dan nonverbal. 
Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan dalam bentuk simbol maupun bahasa 
baik itu yang disampaikan secara langsung (ucapan) ataupun melalui tulisan. 
Pesan verbal digunakan pada saat pelayanan, diskusi, seminar, iklan di media 
cetak dan media elektronik, leaflet, pamflet, spanduk dan banner. Sementara 
pesan non verbal banyak digunakan pada saat komunikasi langsung, misalnya 
mimik, gesture, dan body language komunikator. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Ibu Rini, bahwa: 
”Untuk pesannya kami susun secara verbal dan non verbal. Ketika kami 
menyampaikan pesan verbal dan pesan nonverbal, khususnya saat komunikasi 
langsung maka umpan baliknya juga terjadi secara langsung, langsung bertanya 
langsung ditanggapi.” 
Sebelum menyusun pesan maka hal pertama yang harus dirumuskan 
adalah materi pesan yang nantinya akan disampaikan. Selain materi pesan tersebut 
harus menarik, materi pesan yang disusun oleh BPJS Kesehatan Makassar pun 
harus menyesuaikan dengan media yang digunakannya. Jika melalui media massa 
maka pesannya bersifat umum-umumnya saja. Namun jika itu melalui komunikasi 
tatap muka maka materi pesannya lebih spesifik lagi sesuai dengan kebutuhan 
khalayak. Misalnya, jika penyampaian pesan terjadi dalam komunikasi kelompok 
(seminar) maka materi pesannya ditampilkan dalam bentuk powerpoint dan tanya 
jawab. Ibu Rini menegaskan bahwa:  
”Pesan yang disampaikan secara langsung biasanya menggunakan waktu 
yang lebih lama dibanding komunikasi tidak langsung. Materi sosialisasi 
komunikasi langsung dibuat lebih detail. Materi pesannya berisikan semua hal 
mengenai JKN. Mulai dari landasan hukum, hak dan kewajiban BPJS Kesehatan, 
hak dan kewajiban peserta, prosedur pendaftaran, prosedur pelayanan, hingga 
proses pembayaran iuran. Sementara materi pesan melalui media massa tentu saja 
bersifat umum-umum saja dan lebih bersifat persuasif” 
 
Adanya pengkategorian khalayak target sangatlah diperlukan karena beda 
khalayak maka penyusunan pesannya juga pasti beda. Dengan kata lain, kalimat-
kalimat yang abstrak bagi target khalayak disesuaikan dengan kebutuhan dan 
keinginan, pengetahuan khalayak. Seperti yang diungkapkan Ibu Hajrah, bahwa: 
“Dengan adanya pengkategorian khalayak maka akan mempengaruhi 
penyusunan pesan yang akan disampaikan. Pesan yang disampaikan kepada 
peserta PBI yakni fakir miskin dan kurang mampu menggukan bahasa yang lebih 
sederhana, agak kedaerahan dan terkadang informal. Sementara materi pesan yang 
disampaikan kepada peserta Non PBI, misalnya badan usaha maka bahasanya 
lebih formal. Lain lagi jika pesan itu ditujukan kepada peserta TNI/POLRI dan 
PNS. Materi pesan bagi TNI/POLRI disampaikan lebih komplit lagi karena 
TNI/POLRI memiliki perbedaan iuran per jabatannya. Begitupun bagi peserta 
PNS sehingga materi pesanya lebih menjelaskan mengenai kelas, iuran serta 
tingkatan golongannya” 
 
Lain lagi ketika pesan itu akan disosialisasikan kepada provider. Karena 
materi pesan itu menyesuaikan khalayak maka materi pesan ke provider lebih ke 
urusan pelayanan. Ibu Hajrah menjelaskan,  
“...Materi pesan itu menyesuaikan akan kebutuhan peserta. Untuk provider 
tingkat satu biasanya kami menyosialisasaikan mengenai pelayanan, obat dan 
bagaimana melayani peserta dengan baik. Sama dengan provider tingkat dua” 
 
c. Menetapkan Metode 
Menetapkan metode menjadi langkah ketiga dalam perumusan strategi 
komunikasi. Menurut Anwar Arifin, ada beberapa metode yang dapat digunakan 
dalam menyampaikan pesan kepada khalayak, yaitu : berdasarkan cara 
pelaksanaanya ada metode pengulangan dan  canalizing (mendalam), dan 
berdasarkan isinya ada metode informatif, persuasif, edukatif dan kursif.  
Dari metode-metode penyampaian tersebut, BPJS Kesehatan Makassar 
menetapkan menggunakan metode informatif, persuasif dan edukatif. Ibu Rini 
menjelaskan bahwa:  
“Begini, agar pesan mengenai program JKN ini bisa diterima di 
masyarakat maka kami melakukan berbagai macam metode. Pertama, informatif. 
Kami menginformasikan kepada khalayak apa itu program JKN dan bagaimana 
prosedur plaksanaannya. Kedua, edukatif. Kami memberikan edukasi kepada 
masyarakat karena masyarakat itu butuh diedukasi bagaimana cara hidup sehat, 
bagaimana caranya menangani masalah kesehatan, bagaimana jika sakit namun 
terkendala dana, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentu saja persuasif. 
Sosialisasi yang kami lakukan kan bertujuan agar masyarakat memiliki kartu 
BPJS Kesehatan, nah tidak mungkin masyarakat mau memiliki kartu dan menjadi 
peserta BPJS jika pesannya tidak bersifat mengajak”. 
 
d. Seleksi dan Penggunaan Media 
Sebagaimana dalam menyusun pesan dari suatu komunikasi yang ingin 
dilancarkan, kita harus selektif, dalam arti menyesuaikan keadaan dan kondisi 
khalayak. Begitupun dalam seleksi dan penggunaan media, media harus 
menyesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Baik itu media komunikasi satu 
arah yakni media massa yang meliputi koran, radio, TV, leaflet, pamflet, poster 
dan banner, ataupun melalui media komunikasi dua arah (presentasi, komunikasi 
antarpribadi, diskusi, komunikasi kelompok).  
Seperti yang diungkapkan Ibu Rini bahwa:  
“Berbagai macam media komunikasi kami manfaatkan untuk melakukan 
sosialisasi program JKN. Ada media komunikasi satu arah dan komunikasi dua 
arah Sosialisasi melalui komunikasi satu arah yaitu melalui media massa berupa 
iklan di media cetak dan elektronik, leaflet, banner, spanduk, poster. Sementara 
sosialisasi melalui media komunikasi dua arah itu ada komunikasi kelompok, 
seminar, pelayanan, call center. Semua itu dilakukan karena setiap media 
komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai khalayak.” 
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Gambar: 4.1. Sosialisasi Media massa   
 
Lebih lanjut, Ibu Rini menambahkan bahwa pemilihan media komunikasi 
yang digunakan dalam sosialisasi berdasarkan pertimbangan kelebihan dan 
kekurangan dari media tersebut. Seperti yang diterangkannya di bawah ini: 
”Penggunaan media massa sebagai saluran penyampai pesan baik itu 
media cetak maupun media elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihannya adalah pesan yang kami sebarkan tersebut bisa langsung dilihat 
banyak orang. Hanya saja, pesan tersebut bersifat terbatas dalam hal space dan 
durasi. Maka dari itu, kami selalu menyebutkan untuk berkunjung langsung ke 
kantor BPJS Kesehatan ataupun hanya sekedar menelpon dilayanan telepon kami. 
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap 
sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Informasi yang disampaikan melalui 
media elektronik radio dan TV tidak hanya berupa iklan namun juga talkshow. 
Hal itu dilakukan karena ada sesi tanya jawabnya sehingga hal itu dianggap 
penting demi keberhasilan sosialisasi. Jadi berbagai media komunikasi kami 
masuki agar penyampaian program JKN ini bisa sampai kepada masyarakat luas” 
 
Ibu Hajrah menambahkan bahwa media massa yang digunakan adalah 
media massa lokal berupa koran, radio dan TV Makassar. 
”Kalau kita bicara cabang makassar maka media massa yang digunakan 
adalah media lokal ,ada media cetak dan elektronik. Untuk cetak, dibanding media 
koran, kami lebih memanfaatkan leaflet karena lebih efektif, ukurannya kecil, 
mudah di bawa kemana saja dan isinya juga lebih lengkap. Meski begitu, kami 
tetap menggunakan media koran, seperti untuk iklan di koran Fajar, Tribun Timur. 
Untuk Media TV kami melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bagian Divre 
IX. Sementara untuk radio kami memanfaatkannya untuk iklan dan talkshow. 
Seperti hari jumat yang lalu, kami sosialisasi di radio Celebes” 
 
Sementara itu, Bapak Musrianto yang selaku staff pemasaran 
mengungkapkan bahwa agar komunikasi langsung  dapat berjalan dengan efektif 
khususnya komunikasi kelompok yang dilakukan dengan presentasi maka media 
yang digunakan adalah powerpoint.  
”... media  powerpoint yang berisi video mengenai JKN serta keterangan 
pendukung lainnya pada saat seminar dan diskusi”. 
 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat BPJS Kesehatana Makassar 
dalam Menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
 3.1. Faktor Pendukung  
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu 
program gagasan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam 
hal kesehatan. Kesuksesan program ini tidak akan diraih tanpa adanya dukungan-
dukungan baik itu dari Pemerintah, masyarakat, lingkungan dan berbagai hal yang 
berkaitan dengan program ini. Faktor pendukung BPJS Kesehatan dalam 
menyosialisasikan program JKN adalah: 
1. Instansi-instansi Pemerintah.  
Ibu Rini menjelaskan bahwa: 
”Faktor pendukung tentu saja yang paling pertama ya berasal dari 
pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Dukungan yang berasal dari instansi-
instansi pemerintah  mungkin disebabkan karena mereka juga ada program untuk 
mengenal lebih jauh mengenai JKN, mendukung dan menyukseskannya sehingga 
mereka mengadakan seminar-seminar tentang JKN dengan mengundang BPJS 
Kesehatan sebagai  narasumber.  
Selain dukungan dari pemerintah pusat, dukungan juga banyak 
berdatangan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas 
Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota, Kantor Imigrasi, Dinas Kesehatan, dan 
asosiasi-asosiasi kesehatan lainnya. Dukungan tersebut tercermin dari banyaknya 
seminar-seminar mengenai program JKN BPJS Kesehatan yang dilakukan di 
Makassar. 
2. Dukungan dari badan usaha/perusahaan.  
Perusahaan sebagai salah satu kategori peserta JKN menyadari pentingnya 
informasi sehingga mereka berinisiatif mengundang BPJS Kesehatan ke kantor 
mereka guna melaksanakan sosialisasi baik bagi pekerja maupun pmberi kerja 
(pemilik). Jika perusahaan tidak memberikan kesempatan bagi BPJS Kesehatan 
maka tentu informasi mengenai program ini bisa saja hanya sebatas aturan 
pemerintah yang akhirnya tidak terealisasikan maksud dan tujuan program. 
 “...Ada juga dukungan dari perusahaan-perusahaan tempat kami akan 
melakukan sosialisasi. Banyak perusahaan yang aktif dan berinisiatif dengan 
mengundang kami melakukan sosialisasi diperusahaan mereka”. 
 
3. Sarana dan prasarana.  
Hal ini senada dengan penuturan Ibu Rini, bahwa salah satu faktor 
pendukung dalam sosialisasi adalah tersedianya aula untuk sosialisasi, laptop, 
LCD, alat transportasi dan lain sebagainya. 
”...tentunya kami juga didukung oleh sarana dan prasarana, baik itu 
kelengkapan untuk sosialisasi, hingga alat transportasi.” 
 
 3.2. Faktor Penghambat 
 Layaknya program-program penyadaran masyarakat lainnya, program 
JKN juga memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Ibu Rini, 
Hambatan ini berkaitan dengan pengaturan jadwal sosialisasi. 
”Hambatan yang paling sering ditemui itu adalah jadwal atau waktu 
sosialisasi yang terkadang bersamaan. Kasus yang sering terjadi adalah adanya 
perusahaan yang membuat permohonan sosialsiasi dengan waktu yang sama 
sehingga kami harus mengonfirmasi ulang lalu membuat jadwalnya.  Belum lagi 
jika pemilihan waktu yang kurang tepat. Misalnya, permintaannya sosialisasinya 
adalah pukul tiga sore maka itu sudah tidak efektif lagi. Biasanya, kita belum 
sosialisai mereka sudah jenuh duluan. Jenuh dari segi peserta yang sudah tidak fit 
lagi di sore hari. Atau kah jenuh karena merasa akan diceramahi lagi. Mungkin 
karena mereka masih sehat. Setelah mereka sakit mereka baru kembali dan 
menyalahkan kami bahwa mereka tidak tahu kalau prosedurnya seperti itu.” 
 
Sementara menurut Bapak Musrianto, hambatan yang paling sering 
dihadapi itu berkaitan dengan komplain peserta. Masih banyak peserta khususnya 
peserta eks JPK Jamsostek yang belum mau menerima perubahan dari program 
jaminan kesehatan Jamsostek dengan program baru dari BPJS Kesehatan.  
”....Hambatan yang sering saya temui ketika sosialisasi adalah adanya 
karyawan yang selalu membanding-bandingkan program jaminan kesehatan yang 
dulu dengan yang sekarang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa BPJS 
Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes. Selain itu, BPJS Kesehatan 
juga memiliki peserta lama yang dulunya di Jamsostek. Sehingga, bagi peserta 
lama, selalu saja ada keluhan mengenai perbedaan pelayanan yang diperoleh. 
Komplain juga banyak muncul berkaitan dengan apa yang mereka dapatkan dalam 
sosialisasi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Padahal, itu bisa jadi 
bukan kesalahan dari BPJS melainkan melainkan dari pihak lain yang terkadang 
memberikan informasi yang kurang benar.” 
 
4. Tanggapan Masyarakat Mengenai Program Jaminan Kesehatan 
Nasional BPJS Kesehatan Makassar 
Setiap aktivitas komunikasi pasti memiliki efek. Dalam konsep 
komunikasi pragmatis disebutkan bahwa komunikasi merupakan pola yang 
meliputi sejumlah komponen atau unsur serta memiliki dampak-dampak tertentu. 
Adapun pola-pola yang memiliki dampak, antara lain penyuluhan, penerangan, 
propaganda, kampanye, pendidikan, acara radio, pemutaran film atu video, dan 
diplomasi.  
Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Makassar 
maka diharapkan pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami dan diikuti 
oleh masyarakat. Sampai tidaknya pesan sosialisasi akan terlihat pada efek yang 
dirasakan masyarakat. Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 
dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan setelah menerima pesan. 
Efek komunikasi bisa diketahui melalui tanggapan khalayak terhadap program 
JKN BPJS Kesehatan.  
Bapak Aan selaku peserta BPJS Kesehatan Makassar peralihan JPK 
Jamsostek, berpendapat bahwa:  
”... program ini bagus dalam artian pemerintah peduli terhadap kesehatan 
masyarakat terutama dana untuk biaya kesehatan”. 
 
Sedikit berbeda dengan apa yang ungkapkan Bapak Iksan. Menurutnya 
tujuan Program JKN sudah baik tapi perlu disempurnakan lagi baik dari segi 
koordinasi dengan rumah sakit ataupun pelayanannya. Karena apa yang terjadi 
dilapangan tidak sama seperti apa yang disosialisasikan. 
”...Tujuan programnya sudah bagus hanya saja apa yang saya rasakan, 
yang terjadi  dilapangan tidak sama seperti apa yang disosialisasikan”. 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Strategi Komunikasi BPJS Kesehatan Makassar dalam 
Menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam setiap gerak kehidupan 
manusia khususnya bagi organisasi atau institusi yang mempunyai program-
program untuk memajukan organisasi atau institusi itu sendiri demi kepentingan 
masyarakat umum. Komunikasi juga telah menjadi bagian strategis yang perlu 
dicantumkan dalam setiap perencanaan program pemerintah yang bersifat 
partisipatif. Ketidakpercayaan, penolakan, dan kebuntuan relasi antara pemerintah 
dengan masyarakat dalam memperbincangkan program peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dapat difasilitasi dengan keberadaan komunikasi sebagai aktivitas 
yang menjembatani interaksi di antara keduanya. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari aktivitas 
komunikasi ini adalah menciptakan pemahaman. Setiap anggota organisasi 
berkewajiban membuat khalayak organisasinya memahami kehadiran organisasi 
secara keseluruhan dan diharapkan pada akhirnya akan dicapai suatu pengetahuan 
yang menumbuhkan pemahaman timbal balik yang bersangkutan dengan segenap 
khalayak. 
Strategi komunikasi pada dasarnya bisa diaplikasikan untuk banyak hal, 
bukan hanya untuk komunikasi itu sendiri, tapi juga bisa digunakan oleh lembaga-
lembaga yang berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat. Salah satunya 
adalah penyebarluasan gagasan pembangunan dan penyuluhan untuk penyadaran 
masyarakat.  
Strategi komunikasi merupakan suatu rancangan akan tujuan komunikasi 
yang dirumuskan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 
khalayak sehingga khalayak dapat terpengaruh dan mengubah tingkah lakunya. 
Sementara sosialisasi bisa diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi 
(program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak yang melakukan sosialisasi 
(pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak yang disosalisasikan 
(aparat, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Dalam proses 
sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang di cakup adalah belajar, penyesuaian diri 
dengan lingkungan, dan pengalaman mental. 
Berdasarkan penelitian selama kurang lebih tiga bulan, penulis berhasil 
mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam mengenai 
strategi komunikasi BPJS Kesehatan Makassar dalam menyosialisasikan program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari data tersebut, penulis akhirnya 
mendiskripsikannya dalam hasil penelitian dan selanjutnya akan dibahas di bawah 
ini. 
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya (BAB II) bahwa strategi 
merupakan perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk 
mencapai suatu tujuan. Sementara strategi komunikasi merupakan panduan dari 
perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (management 
planning) untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi tersebut merupakan 
kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, 
saluran, penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai 
tujuan komunikasi. Oleh sebab itu, untuk membahas bagaimana strategi 
komunikasi BPJS Kesehatan Makassar maka penulis menggunakan teori dasar 
Harold D Laswell. Menurut Harold D Lasswell (1948) (Cangara, 2013: 36), 
komunikasi adalah Siapa yang berkata apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan 
apa akibatnya (who, says what, through what channel, to whom, and what effect). 
Strategi komunikasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Makassar dalam 
menyosialisasikan program JKN, dilaksanakan dengan cara:  
1.1 Perumusan Strategi Komunikasi 
Perumusan strategi komunikasi dilakukan dengan memperhatikan 
segmentasi khalayak sasaran, penyususnan pesan, penetapan metode serta 
pemilihan saluran dan media komunikasi. Perumusan strategi komunikasi terjadi 
pada tingkat Top Manager yang kemudian akan disampaikan kepada asissten 
manager lalu disebarkan kepada seluruh staff BPJS Kesehatan.  
a. Mengenal Khalayak 
Mengenal khalayak adalah prinsip dasar dalam berkomunikasi. Karena 
mengetahui dan memahami karakteristik khalayak, berarti suatu peluang untuk 
mencapai keberhasilan komunikasi.  
Pada tahap pengenalan khalayak, BPJS Kesehatan berusaha mengenal 
khalayak calon peserta dan peserta baik dari segi latar belakang budaya, 
pendidikan,  kondisi ekonomi, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 
Hal ini penting agar selanjutnya dapat dirumuskan strategi komunikasi yang 
sesuai dan tepat sasaran. Pengenalan mengenai khalayak dapat dilakukan melalui 
observasi, penjajakan, pendugaan yang berdasarkan pengalaman serta pemahaman 
komunikator mengenai manusia.  
Dalam penyusunan strategi komunikasi BPJS Kesehatan Makassar 
mengenai program jaminan kesehatan nasional (JKN), yang menjadi sasaran 
khalayak adalah semua warga masyarakat Kota Makassar. Khalayak tersebut 
kemudian dapat dibedakan menjadi dua kategori peserta jaminan kesehatan. Yang 
pertama ialah PBI yaitu Penerima Bantuan Iuran, terdiri dari fakir miskin dan 
orang kurang mampu. Yang kedua adalah Non PBI, yaitu peserta Bukan Penerima 
Bantuan Iuran terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, 
Pejabat negara, pegawai swasta, dll), Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja 
mandiri), dan Bukan Pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pendiunan, 
veteran, dll). 
Penetapan mengenai pengkategorian peserta disebabkan karena tidaklah 
efektif jika ingin mengejar semua khalayak target yang berasal dari berbagai 
lapisan masyarakat melalui pendekatan yang sama. Pendekatan komunikasi 
antarpribadi dilakukan ketika pelayanan, komunikasi kelompok dilakukan di 
kegiatan seminar, diskusi, atau kah ceramah, komunikasi massa dilakukan untuk 
menjangkau semua khalayak secara serempak, heterogen dan di tempat yang 
berbeda. Pengkategorian khalayak target sangat membantu sekaligus 
mempermudah komunikator dalam mengenal khalayak, menyusun pesan, memilih 
metode dan media yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan.  
Dari pengkategorian peserta itu maka dibentuk lagi segmentasi-segmentasi 
khalayak. Penentuan segmentasi khalayak sangatlah penting karena dapat 
bermanfaat dalam berbagai aspek, sebagai berikut:  
1. Efektivitas pesan.  
2. Penjadwalan kegiatan. 
3. Tercapainya tujuan saat titik yang hendak dicapai luput dari jangkauan. 
4. Kemudahan evaluasi aktivitas komunikasi. Saat aktivitas komunikasi sulit 
untuk dievaluasi tolak ukur tingkat keberhasilannya, maka keberhasilan/ 
ketidak berhasilan menjadi ambigu. 
5. Terkait langsung dengan dana. Apabila khalayak yang disasar terlalu luas 
dilihat dari skala geografis, demografi, dan psikografinya, maka dana akan 
terpecah belah dikarenakan tidak terfokusnya khalayak yang dituju. 
Segmentasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Makassar tidak hanya 
ditujukan kepada peserta dan calon peserta saja namun juga kepada berbagai 
kalangan, baik itu kelompok maupun asosiasi-asosiasi yang ada di Makassar. 
Pengkategorian khalayak persegmen tersebut dikelompokkan menjadi 4 segmen 
khalayak sosialisasi, yaitu: 
1. Calon Peserta. Segmen ini meliputi masyarakat umu yang tidak terdaftar 
sebagai peserta eks Askes, eks JPK Jamsostek, Jamkesmas, dan 
TNI/POLRI.  
2. Peserta. Yakni semua mayarakat yang telah menjadi peserta BPJS 
Kesehatan baik itu peserta PBI maupun peserta Non PBI. 
3. Instansi Pemerintah, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, 
Pemerintah Kota, Kelurahan, Kantor Imigrasi, Dinas komunikasi dan 
Informatika, Dinas Sosial. 
4. Provider, yakni fasilitas tingkat pertama dan tingkat rujukan yang telah 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (Puskesmas, dokter keluarga, dokter 
umum, dokter gigi, klinik, serta rumah sakit).  
Dari 4 (empat) segmen di atas maka dispesifikkan lagi menjadi 4 (empat) 
segmen sosialisasi, yaitu: 
1. Pekerja dan penerima kerja, yakni pegawai perusahaan baik itu pegawai 
BUMN maupun BUMD; 
2. PNS dan anggota TNI/POLRI; 
3. Komunitas atau asosiasi-asosiasi, yakni Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan 
Bidan Indonesia, kelompok pengajian, Ibu PKK.  
4. TOMA-TOGA, yaitu Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.  
Satu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa, proses komunikasi tidak bisa 
dilepaskan dari tiga hal, yakni pujian, kritik, dan perintah. Ketiga hal ini 
memerlukan teknik dan strategi berkomunikasi sehingga khalayak bisa menerima 
dengan senang hati. Program JKN yang bersifat wajib akan menimbulkan 
kontroversi di masyarakat jika apa yang diinformasikan tidak terencana dengan 
baik, terkhusus dari segi komunikasinya. Karena komunikasi adalah hal vital bagi 
manusia yang sangat identik dengan interaksi sosial antar manusia lainnya. Tak 
ada satu pun hal yang lepas dari komunikasi baik itu komunikasi verbal maupun 
komunikasi non verbal.  
Suatu strategi juga merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang 
tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Dalam merumuskan strategi 
komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga diperlukan 
ketelitian dalam memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Penilaian 
mengenai kondisi dan situasi khalayak berada sepenuhnya pada komunikator 
sebagai aktor utama dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, dalam strategi 
komunikasi peranan komunikator sangatlah penting.  
Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh komunikator. Para ahli 
komunikasi cenderung sependapat bahwa dalam melancarkan komunikasi lebih 
baik mempergunakan pendekatan yang disebut A-A Procedure atau from Attention 
to Action Procedure. Artinya membangkitkan perhatian untuk selanjutnya 
menggerakkan seseorang atau orang banyak melakukan suatu kegiatan sesuai 
tujuan yang dirumuskan.  
AA Procedure adalah penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat 
AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision, Action). Menurut Arifin (1984:68), 
AA Procedur dimulai dengan membangkitkan perhatian (attention) kemudian 
menumbuhkan minat dan kepentingan (interest) sehingga khalayak memiliki 
hasrat (desire) untuk menerima pesan yang dirangsangkan oleh komunikator dan 
akhirnya diambil keputusan (decision) untuk mengamalkan dalam tindakan. A-A 
Procedur. Inilah yang kemudian menjadi perhatian dalam menyusun pesan.  
b. Menyusun Pesan  
Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam 
bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam serangkaian 
makna. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua jenis penyusunan pesan yang 
dilakukan BPJS Kesehatan Makassar yakni pesan verbal dan non verbal. Pesan 
verbal artinya pesan yang disampaikan menggunakan bahasa. Sementara pesan 
non verbal adalah pesan yang disampaikan melalui mimik, gesture, gambar. Pesan 
verbal dan non verbal ini dapat dilihat dari aktivitas sosialisasi yang dilakukan 
BPJS Kesehatan Makassar melalui komunikasi satu arah (media massa) dan 
komunikasi dua arah.  
Pesan selalu menyesuaikan dengan khalayak. Baik itu dari segi materinya, 
dan media yang digunakan termasuk bahasa. Seperti yang dilakukan BPJS 
Kesehatan ketika menyampaikan pesan melalui media massa maka materi 
pesannya dibuat lebih persuasif. Sementara materi pesan yang disampaikan 
melalui komunikasi langsung, baik itu melalui diskusi ataupun pelayanan disusun 
lebih lengkap, ada persuasifnya, ada informatif, dan ada juga edukatifnya. 
Pesannya juga lebih detail. Mulai dari landasan hukum, visi-misi, syarat-syarat 
mendaftar, iuran, sanksi keterlambatan membayar dan lain sebagainya. Suatu 
pesan dapat menarik perhatian jika pesan yang disampaikan itu menyangkut 
kebutuhan dan kepentingan khalayak pendengar.  
Penyusunan pesan juga mengikuti pengkategorian peserta. Materi pesan 
bagi peserta PBI yakni fakir miskin dan kurang mampu menggukan bahasa yang 
lebih sederhana, agak kedaerahan dan lebih informal. Sementara materi pesan 
yang disampaikan kepada peserta Non PBI, misalnya badan usaha menggunakan 
bahasa yang lebih formal.  
Pesan sangat bergantung pada program yang ingin disampaikan. Jika 
program itu bersifat komersial untuk mengajak orang agar membeli barang yang 
dipasarkan, maka pesannya bersifat persuasif dan provokatif, sedangkan jika 
produk dalam bentuk program penyuluhan untuk penyadaran masyarakat seperti 
program JKN maka sifat pesannya harus persuasif dan edukatif. Tapi jika program 
yang ingin disampaikan sifatnya hanya untuk sekedar diketahui oleh masyarakat 
maka sifat pesannya harus bersifat informatif. Pesan yang bersifat informatif 
sebenarnya harus melekat pada semua jenis program apakah itu komersial, politik, 
penyuluhan, dan informasi publik, sebab sebuah pesan yang tidak memiliki 
nuansa informatif bisa menimbulkan kesalahan persepsi (Cangara, 2013:114). 
Program JKN adalah program baru milik negara yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pelayanan 
pemeliharaan kesehatan sehingga program ini masuk dalam kategori program 
untuk kesadaran masyarakat. Karena program ini adalah program baru maka 
program ini disosialisasikan dengan model penyusunan pesan yang informatif dan 
persuasif. Hal ini dilakukan karena pesan yang bersifat informatif lebih banyak 
ditujukan untuk perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih 
banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas, dan tidak banyak 
menggunakan jargon atau istilah-istilah yang tidak diketahui khalayak. Sementara 
penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah 
persepsi, sikap, dan pendapat khalayak terhadap program JKN yang dilaksanakan. 
Masalah dalam penyusunan pesan biasa muncul karena disebabkan oleh 
sifat dari produk. Untuk program JKN, produk yang dipasarkan bersifat tidak 
nyata sehingga memerlukan penjelasan yang lebih lengkap, mudah dimengerti, 
dan menjanjikan prospek apa yang akan diperoleh oleh peserta jika mengikuti 
program tersebut. Jika pesannya tidak lengkap atau sulit dimengerti maka hal 
itulah yang nantinya akan menyebabkan masyarakat berpikiran negatif, anti, dan 
akhirnya menolak program ini. 
c. Menetapkan Metode 
Metode penyampaian pesan menjadi aspek yang tak kalah pentingnya 
dalam strategi komunikasi. Bagaimanapun menariknya materi sebuah pesan 
namun jika metode penyampaian pesannya tidak tepat maka pesan tersebut tidak 
akan sampai pada khalayak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya aktivitas 
komunikasi.  
Mengacu dari apa yang dituliskan Anwar Arifin bahwa dalam dunia 
komunikasi ada dua metode penyampaian pesan. Pertama itu menurut cara 
pelaksanaannya. Kedua, menurut bentuk isinya. Berdasarkan hal tersebut maka 
metode penyampaian pesan menurut cara pelaksanaannya yang dilakukan oleh 
BPJS Kesehatan adalah metode pengulangan. Karena, pesan yang disampaikan itu 
merupakan pesan yang berdasarkan regulasi pemerintah. Metode penyampaian 
pesan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemahaman khalayak. Jika pesannya 
itu disampaikan berdasarkan regulasi maka tentu pesannya akan disampaikan 
berulang. Artinya, pesan yang disampaikan kepada khalayak adalah sama. Pesan 
yang berulang memiliki peluang yang besar untuk bisa dipahami lebih cepat oleh 
khalayak karena ketika pesan itu disampaikan secara berulang maka pesan itu 
akan lebih mudah diingat. Produk JKN yang dipasarkan kepada masyarakat  
merupakan produk yang sudah memiliki landasan hukum bukan produk komersil 
seperti lainnya yang bisa ditawar. Sementara, metode yang digunakan berdasarkan 
isi pesannya adalah informatif, persuasif dan edukatif.  
d. Seleksi dan Penggunaan Media 
Sama seperti menyusun pesan yang harus menyesuaikan dengan khalayak 
maka media komunikasi dalam rangka sosialisasi juga harus menyesuaikan 
dengan khalayak. Memilih saluran dan media komunikasi haruslah 
mempertimbangkan karakteristik dan tujuan dari isi pesan yang ingin 
disampaikan, serta jenis media yang dimiliki oleh khalayak.  
UNESCO memberi petunjuk bahwa dalam melakukan pemilihan media 
komunikasi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian (Cangara,2014:121) 
, antara lain: 
1. Sumber daya komunikasi yang tersedia di suatu tempat, dengan cara:  
 Kumpulkan data tentang sumber daya komunikasi yang ada, berapa 
banyak stasiun radio, penerbit surat kabar, stasiun TV dan berapa 
banyak jumlah dan jenis surat kabar yang beredar dalam 
masyarakat; 
 Analisi status sumber daya komunikasi; 
 Membuat analisis kritis yang dibutuhkan masyarakat terhadap 
media, informasi apa yang mereka perlukan, dan bagaimana 
pendapat atau komentar mereka. 
2. pemilikan media di kalangan masyarakat sasaran, berapa banyak 
penduduk yang memiliki pesawat televisis, tv kabel, radio, dan 
pelanggan surat kabar. 
3. terjangkau tidaknya pesan yang akan disampaikan, apakah semua 
siaran televisi dapat diterima oleh pemirsa di suatu provinsi, apakah 
pelanggan surat kabar hanya terbatas di kota atau ada juga di desa-
desa. 
Sosialisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai proses penyebarluasan 
pesan mengenai program JKN sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah 
yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan kepada semua masyarakat yang terkena 
program. Dengan sistem kepesertaan yang bersifat wajib maka target khalayak 
dari sosialisasi ini adalah semua masyarakat Indonesia. Dengan demikian, agar 
semua khalayak sasaran dapat memperoleh pesan mengenai program JKN maka 
dibutuhkan penggunaan media komunikasi yang tepat untuk membantu 
penyebaran informasi hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pemanfaatan media 
komunikasi yang tepat akan berpengaruh besar pada tingkat pengetahuan 
masyarakat mengenai program JKN yang diinformasikan. 
Untuk mencapai target khalayak maka BPJS Kesehatan Makassar memilih 
beberapa media komunikasi. Pemilihan media disesuaikan dengan tujuan yang 
ingin dicapai. Setiap media komunikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihan dan kekurangan itulah yang menjadi alasan sehingga dipilihlah 
berbagai jenis media. Media tersebut adalah : 
a. Media antarpribadi. Media antarpribadi yang digunakan adalah media 
surat dan telepon. Dalam hal ini, surat yang dimaksud adalah surat yang 
digunakan oleh BPJS Kesehatan saat menyebarkan pesan mengenai 
peralihan peserta Eks JPK Jamsostek menjadi peserta BPJS Kesehatan 
Makassar yang ditujukan kepada setiap perusahaan yang dulunya telah 
terdaftar di Jamsostek. Selanjutnya, media telepon digunakan sebagai 
media layanan center.  
b. Media kelompok. Dalam aktivitas komunikasi BPJS Kesehatan Makassar 
yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi 
yang digunakan adalah media kelompok seminar, diskusi. Tujuannya 
adalah membicarakan mengenai program JKN dengan menampilkan 
pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 
c. Media Massa. Media massa yang digunakan adalah media cetak dan media 
elektronik. Media cetak, terdiri dari surat kabar, spanduk, banner, pamflet, 
poster dan leaflet. Sementara, media elektronik ada radio dan televisi.  
1.2 Sosialisasi Langsung dan Sosialisasi Melalui Media  
Seperti yang dituliskan Susanto (1997, 47:48) bahwa dalam usaha untuk 
melakukan kegiatan sosialisasi, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, 
yaitu In House Campaign dan Outside Campaign. Begitu pun dengan sosialisasi 
yang dilakukan BPJS Kesehatan Makassar, ada yang In House Campaign dan ada 
Outside Campaign. Proses sosialisasi In House Campaign diarahkan pada seluruh 
anggota organisasi didalam perusahaan, menyangkut semua tingkatan yang ada 
dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kegiatan ini memanfaatkan beberapa orang 
kunci dalam perusahaan seperti: a) Top manager, dalam hal ini Kepala Cabang 
dan Kepala Unit atau Asissten Manager, b) Core People, yakni anggota organisasi 
yang dipilih karena memiliki antusiasme yang tinggi terhadap penerapan dari 
budaya perusahaan yang telah ditetapkan, c) dan rekan kerja yang lebih dulu 
bergabung, yakni pegawai yang dulu tercatat sebagai pegawai PT Askes. 
Disamping itu, juga dapat dimanfaatkan beberapa hal seperti buku pedoman. 
Sementara sosialisasi Outside Campaign diarahkan pada lingkungan ekstern 
organisasi.   
Sosialisasi yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Makassar selanjutnya 
dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi melalui media 
massa. Upaya sosialsiasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:   
a. Sosialisasi Langsung. 
Sosialisasi ini terlihat dalam pelaksanaan seminar-seminar, diskusi, 
komunikasi kelompok dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pegawai BPJS 
Kesehatan. 
Untuk sosialisasi melalui komunikasi langsung dimaksudkan untuk 
menyampaikan informasi yang lebih lengkap lagi dibandingkan komunikasi 
melalui media massa. Transaksi komunikasinya terjadi secara langsung sehingga 
efeknya pun bisa diketahui secara langsung juga. Dengan respon yang bersifat 
langsung itulah maka komunikator dapat mengetahui berhasil atau tidaknya proses 
komunikasi yang terjadi. Selain itu, komuniksi langsung dalam hal ini komunikasi 
antarpribadi, komunikasi kelompok, diskusi, seminar dapat digunakan sebagai 
proses penyelesaian masalah bagi khalayak yang memiliki kendala dalam 
penggunaan kartu BPJS Kesehatannya. Selain seminar, diskusi, presentasi, 
komunikasi dua arah juga terlihat pada saat pelayanan baik itu di kantor BJPS 
Kesehatan maupun di BPJS Center yang berada di rumah sakit, komunikasi via 
telekomunikasi dan lain sebagainya. 
b. Sosialisasi Tidak Langsung (Media Massa). 
Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan media massa, seperti iklan 
di koran Fajar, koran Tribun Timur, radio Delta FM, radio Telstar, radio Celebes, 
Celebes TV, Kompas Makassar, Fajar TV. Selain itu ada juga media spanduk, 
poster, pamflet, leaflet, dan banner. 
Sosialisasi melalui komunikasi tidak langsung yang dilakukan di media 
massa dimaksudkan untuk menyentuh semua khalayak secara serempak, cepat, 
heterogen, mampu mencapai pembaca dalam jumlah besar dan tersebar luas 
diberbagai tempat secara bersamaan,  baik tua ataupun muda, peserta PBI ataupun 
Non PBI. Media massa juga dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. Namun, di 
sisi lain, pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat terbatas hanya 
berisikan informasi yang singkat dan bersifat umum saja. Efeknya pun tidak bisa 
diketahui secara langsung. 
1.3 Kerjasama dengan Instansi Pemerintah 
BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi 
pemerintah yang ada di Kota Makassar guna menyukseskan program JKN. 
Kerjasama ini terlihat dari adanya rapat-rapat koordinasi untuk menjembantani 
antara masyarakat dengan BPJS Kesehatan. Instansi tersebut adalah Dinas 
Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Kantor Imigrasi, Dipkominfo, dan Pemerintah 
Kota Makassar. Selain itu, ada juga kerjasama yang dijalin dengan perusahaan 
asuransi lainnya. 
1.4 Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan  
Program JKN menawarkan dua layanan kesehatan, yaitu layanan tingkat 
pertama (puskesmas, dokter klinik, dokter keluarga, dokter gigi) dan layanan 
tingkat rujukan (rumah sakit). Oleh karena itu, untuk melancarkan program ini 
maka BPJS Kesehatan Makassar melakukan koordinasi dengan semua fasilitas 
kesehatan tersebut. 
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi BPJS Kesehatan 
dalam Menyosialisasikan Program JKN 
2.1 Faktor Pendukung 
Setiap program tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaannya, baik yang berasal dari dalam organisasi (internal) maupun yang 
berasal dari luar organisasi (eksternal). Berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara mendalam kepada informan yang memenuhi kriteria maka 
ditemukanlah faktor-faktor yang mendukung sosialisasi program JKN BPJS 
Kesehatan. Faktor pendukung tersebut adalah: 
1. Dukungan dari pemerintah pusat. Karena program JKN merupakan amanat 
dari UU dan kebijakan dari negara maka faktor pendukung yang paling 
pertama ialah adanya dukungan dari pemerintah pusat. 
2. Instansi Pemerintah. Selain dukungan dari pemerintah pusat, dukungan 
juga banyak berdatangan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait, 
seperti Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota, Kantor Imigrasi, Dinas 
Kesehatan, dan asosiasi-asosiasi kesehatan lainnya. Dukungan tersebut 
tercermin dari banyaknya seminar-seminar mengenai program JKN BPJS 
Kesehatan.  
3. Dukungan dari badan usaha/perusahaan. Perusahaan yang dulunya peserta 
eks JPK Jamsostek banyak yang memiliki inisiatif mengundang pihak 
BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi di perusahaan terkait.  
4. Sarana dan prasarana. Suksesnya sebuah program tak bisa lepas dari 
dukungan sarana dan prasarana, baik dari segi alat kelengkapan sosialisasi, 
tempat sosialisasi, transportasi, serta estimasi dana. Semuanya merupakan 
pendukung yang  sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program JKN 
ini.  
5. SDM. Yang tak kalah penting dari kesuksesan sebuah program 
pemberdayaan dan penyadaran masyarakat adalah adanya sumber daya 
manusia yang berkompetensi. Dibutuhkan karyawan yang memiliki 
kecerdasan, integritas serta bertanggung jawab untuk membuat program 
JKN dapat terlaksana sesuai tujuan dibentuknya.  
2.2 Faktor Penghambat 
Ada faktor pendukung tentu ada juga faktor penghambat. Faktor 
penghambat tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Penentuan jadwal sosialisasi. Sosialisasi dalam bentuk seminar, diskusi 
dan komunikasi kelompok memerlukan penentuan waktu yang tepat 
karena melibatkan berbagai macam kepentingan. Pihak-pihak yang ingin 
disosialisasi biasanya mengajukan surat dengan tanggal yang bersamaan 
sehingga pihak BPJS Kesehatan harus menjadwalulangkan agar tidak 
merugikan berbagai pihak.  
2. Jarak demografi (daerah yang tidak diketahui/alamat perusahaan yang sulit 
ditemukan/ daerah yang sulit terjangkau) 
3. Peserta masih sulit menerima perubahan prosedur dari peserta PT Askes 
dan eks JPK Jamsostek menjadi peserta BPJS Kesehatan 
Adanya penghambat yang ditemui oleh BPJS Kesehatan tak bisa dihindari 
karena pada dasarnya masyarakat hanya memilih informasi apa yang ingin 
dikonsumsinya, diingat, dan diinterpretasikan menurut apa yang dianggapnya 
penting. Hal ini tercermin pada poin 3. 
3. Perubahan Sikap, Opini dan Tanggapan Masyarakat Mengenai 
Program JKN Berdasarkan Teori Disonansi Kognitif 
Efek adalah salah satu unsur penting dalam keseluruhan proses 
komunikasi. Efek bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi penerima 
(komunikan) terhadap pesan yang dilontarkan oleh komunikator, melainkan 
paduan sejumlah “kekuatan” yang bekerja dalam masyarakat, di mana 
komunikator hanya dapat menguasai satu kekuatan saja, yaitu pesan-pesan yang 
dilontarkan sementara efeknya tidak. 
Bentuk konkrit efek dalam komunikasi adalah terjadi perubahan pendapat 
atau sikap atau perilaku khalayak sebagai manifestasi dari rangsangan yang 
menyentuhny alangsung maupun lewat media massa. Efek suatu komunikasi pada 
umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni diterima atau ditolak.  
Respon masyarakat, menolak atau menerima suatu ide tercipta karena 
perbedaan tingkat penerimaan oleh khalayak akan program JKN. Menurut Hafied 
Cangara dalam bukunya ‘Perencanaan dan Strategi Komunikasi” (2013:167-168), 
ada lima hal yang bisa memengaruhi tingkat penerimaan adopter terhadap suatu 
gagasan, yakni: 
1. sikap adopter terhadap ide-ide baru; 
2. produk yang dipasarkan itu cocok dengan budaya yang ada; 
3. produk bisa didemonstrasikan sehingga bisa disaksikan oleh target 
sasaran; 
4. biaya yang dikeluarkan untuk produk itu; 
5. agen pembaharu atau penyuluh kampanye itu sendiri, termasuk dukungan 
politik. 
Penelitian ini menggunakan teori disonansi kognitif. Teori disonansi 
kognitf biasa disebut juga sebagai teori perubahan sikap. Teori ini menyatakan 
bahwa seseorang akan mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya bila ia 
dihadapkan pada informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan 
keyakinannya (Morissan, 2008:64). Teori ini merangkum empat asumsi yaitu: 
1. Manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, 
sikap, dan perilakunya. 
2. Disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis  
3. Disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk 
melakukan tindakan – tindakan dengan dampak yang dapat diukur. 
4. Disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan 
usaha untuk mengurangi disonansi.  
Ada beberapa faktor yang dapat dirasakan oleh seseorang berdasarkan 
teori disonansi. Pertama, tingkat kepentingan yaitu seberapa signifikan suatu 
masalah berpengaruh terhadap tingkat disonansi yang dirasakan. Kedua, rasio 
disonansi yaitu faktor dalam menentukan tingkat disonansi, merupakan jumlah 
kognisi konsonan berbanding dengan yang disonan. Ketiga rasionalitas yang 
digunakan idividu untuk menjustifikasi inkonsitensi. Rasionalitas merujuk kepada 
alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan mengapa sebuah inkonsistensi 
muncul. Komunikasi persuasif akan sangat efektif, apabila mengurangi disonansi, 
dan tidak efektif jika meningkatkan disonansi. Maksudnya disini teori Disonansi 
kognitif berkaitan dengan pemilihan terpaan, pemilihan interpretasi, pemilihan 
perhatian, dan retensi selektif. 
Dari hasil wawancara diketahui bahwa peserta memiliki pendapat yang 
berbeda mengenai program JKN. Meski pada umumnya setuju karena kehadiran 
program ini dinilai membantu masyarakat, namun tak jarang ada yang kritis 
menyikapi kebijakan ini. Sikap kritis itu muncul bukan karena program JKN yang 
dianggap tidak baik namun karena tingkat pengetahuan masyarakat mengenai 
manfaat yang sebenarnya dari program ini masih kurang. Sebagian masyarakat 
masih ada yang sulit memahami program JKN karena selalu membandingkannya 
dengan program asuransi lainnya. Dengan kata lain, masyarakat sudah nyaman 
dengan apa yang dulu dipahaminya dan cenderung sulit menerima pesan yang 
baru. 
Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai program JKN yang 
disosialisasikan juga disebabkan karena setiap orang selalu berupaya secara sadar 
atau tidak sadar untuk melakukan seleksi. Proses seleksi ini akan membantu 
seseorang untuk memilih informasi apa yang dikonsumsinya, diingat, dan 
diinterpretasikan menurut apa yang dianggapnya penting. Ketiga proses selektif 
itu adalah : 
1. Penerimaan informasi selektif, merupakan proses di mana orang hanya 
akan menerima informasi yang sesuai dengan sikap yang sudah dimiliki 
sebelumnya. 
2. Ingatan selektif, mengasumsikan bahwa orang tidak akan mudah lupa atau 
sangat mengingat pesan-pesan yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan 
yang sudah dimiliki sebelumnya. 
3. Perspektif selektif. Orang akan memberikan interpretasinya terhadap pesan 
yang diterimanya sesuai dengan sikap dan kepercayaan yang sudah 
dimiliki sebelumnya.  
Berdasarkan hal di atas bisa dipahami bahwa gagalnya proses komunikasi 
yang biasa terjadi bukan hanya disebabkan oleh komunikator saja namun juga 
komunikan. Kegagalan itu dikarenakan proses selektif yang dilakukan oleh 
komunikan menyebabkan sebagian pesan tidak sampai sesuai dengan maksud 
sebenarnya. Suatu pesan yang dilontarkan kepada khalayak dengan menyentuh 
panca indera dan pikiran hanya akan diterima bilamana idea itu sesuai dengan 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akhirnya 
menarik kesimpulan dari penelitian mengenai Strategi Komunikasi BPJS 
Kesehatan Makassar Dalam Menyosialisasikan Program JKN sebagai berikut: 
1. BPJS Kesehatan Makassar telah  melaksanakan strategi komunikasi sesuai 
konsep strategi komunikasi Anwar Arifin untuk komunikasis efektif. 
Pelaksanaan strategi komunikasi sosialisasinya tidak hanya dilaksanakan 
kepada masyarakat umum  namun juga kepada instansi pemerintah dan 
provider.  
2. Dalam sosialisasi program JKN ada beberapa hal yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tidak lain berasal dari 
pemerintah pusat, sarana dan prasarana serta SDM yang ada. Sementara 
dari segi penghambatnya ada beberapa faktor, yaitu penyusunan jadwal 
sosialisasi, jarak demografi, komplain dari peserta eks PT Askes, eks 
Jamsostek, serta Jamkesmas. 
B. Saran 
Dari apa yang telah dijelaskan di atas, penulis mengemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. BPJS Kesehatan harus meningkatkan kuantitas sosialisasinya. Hal ini 
dapat kita lihat dari masih kurangnya sosialisasi yang ditujukan kepada 
masyarakat mandiri dan peserta Jamkesmas. 
2. Pemasangan Spanduk, yang berisi slogan Program JKN sebaiknya 
diperbanyak dan dipasang disetiap faskes. Media promosi seperti leaflet 
juga perlu disebar di ruang-ruang publik. Selain itu, sebaiknya BPJS 
Kesehatan Makassar membuat dan memasang baliho di ruang publik atau 
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Gambar 1: sosialisasi di perusahaan (badan usaha) 
 
  
        
Gambar 2: sosialisasi di perusahaan (badan usaha) 
 
 
          




Gambar 4: sosialisasi di DISNAKER 
 
 
      
  





Gambar 6: sosialisasi kepada peserta PNS 
    
 
     Gambar 7: sosialisasi kepada mahasiswa 
 
 
